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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Lembaga Perlindungan
saksi dan korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 dan
menurut The Witness Protection Act Of South Africa (Act No. 112 Of 1998)
Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif atau doktrinal.
Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan
komparatif. Tehnik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Kantor Perlindungan Saksi dibentuk
berdasarkan The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998). LPSK
merupakan lembaga yang mandiri, dibiayai dari APBN, berkedudukan di ibukota
negara, keanggotaannya terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional
yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, dan pengangkatan serta
pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden. Adapun Kantor Perlindungan Saksi
berada di bawah kementrian Kehakiman, pembentukannya dilakukan sesudah adanya
konsultasi antara Menteri Kehakiman, Menteri Keselamatan dan Keamanan, dan
Direktur Nasional Kantor Perlindungan Saksi. Direktur dan anggota Kantor
Perlindungan Saksi ditunjuk oleh seorang Menteri Kehakiman. Bentuk perlindungan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban seringkali dipahami kabur. Peraturan ada yang mengatakan memberikan rasa
aman, dalam pelaksanaannya tetap ada rasa takut dalam diri saksi. Dalam The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998, laporan sebuah kejahatan harus
diperiksa dulu oleh Direktur Kantor Perlindungan Saksi agar saksi benar-benar dapat
mendapat perlindungan. Dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act No.
112 of 1998, laporan sebuah kejahatan harus diperiksa dulu oleh Direktur Kantor
Perlindungan Saksi agar saksi benar-benar dapat mendapat perlindungan. Kelebihan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
adalah pencantuman hak-hak saksi dan korban lebih lengkap, pada lembaga LPSK
keanggotaannya bersifat kolektif kolegial, dan Substansi Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup komprehensif dan
lengkap sebagai landasan LPSK bertugas. Kelebihan The Witness Protection Act of
South Africa (Act No. 112 of 1998) adalah memberikan pengaturan mengenai
kewajiban saksi, memberikan pengaturan mengenai kewenangan Direktur Kantor
Perlindungan Saksi, dan memberikan penjelasan yang terperinci mengenai instansi
yang terkait dengan Kantor Perlindungan Saksi. Kelemahan The Witness Protection
Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) adalah tidak mengatur dengan jelas
mengenai hak-hak saksi dan/atau korban dan kantor Perlindungan Saksi dalam The
Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) bukan merupakan
lembaga yang independen/mandiri.
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A. Latar Belakang Masalah
Tujuan Hukum  Acara  Pidana antara lain dapat  dibaca  pada  pedoman
pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)  yang
dikeluarkan  oleh  Menteri  Kehakiman sebagai berikut: ”Tujuan  dari Hukum
Acara Pidana  adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materiil,  yaitu  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya
dari  suatu  perkara  pidana  dengan   menerapkan  ketentuan  hukum  acara
pidana  secara  jujur  dan  tepat  dengan  tujuan  untuk   mencari  siapakah
pelaku  yang  dapat  didakwakan  melakukan  suatu  pelanggaran  hukum,  dan
selanjutnya  meminta  pemeriksaan  dan  putusan  dari  pengadilan  guna
menemukan  apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak  pidana  telah  dilakukan
dan  apakah  orang  yang  didakwa  tersebut  dapat  dipersalahkan” (Andi
Hamzah, 1996: 7-8). Adapun proses pembuktian  perkara  pidana  adalah
untuk  mecari  tahu  benar  atau tidaknya  telah  terjadi  peristiwa  pidana dan
mencari  tahu  apakah  banar  terdakwa  yang  bersalah.
Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana alat
perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim
dan melaksanakan putusan tersebut, apabila ada orang yang melakukan
perbuatan pidana. Hukum Acara pidana dapat diartikan suatu sistem kaidah
atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini kekuasaan kehakiman,
untuk melaksanakan Hukum Pidana (materiil). Dengan demikian suatu hukum
acara pidana dapat dikatakan baik, apabila hukum pidana dapat terealisasi
dengan baik. Dalam hukum acara pidana terdapat cara-cara yang harus
ditempuh untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, tetapi
sekaligus juga melindungi hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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2korban maupun si pelanggar hukum (Moch. Faisal Salam, 2001: 1).
Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat
bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan,
terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap
akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.
Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan
dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses
peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan
penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan
banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada
penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari pihak tertentu (Didik M.
Arief dan Elisatris Gultom,  2006 : 19).
Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk
mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara
memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang
mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap
tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak
hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan
keamanan yang mamadai atas laporannya, sehinga ia tidak merasa terancam
atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan
hukum tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan
masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang
diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwannya
terancam oleh pihak tertentu. Namun sampai saat ini (termasuk saksi korban)
dalam proses peradilan di Indonesia hanyalah di pandang sebagai alat yang
dapat memperkuat posisi jaksa dalam persidangan. Saksi belum dilihat sebagai
manusia yang memerlukan perlindungan, akan tetapi justru di eksploitasi untuk
mendukung suatu keputusan  yang dikatakan “adil” (M. Rustamaji, 2003 : 48).
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belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur
perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan
dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu,
sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang
tersendiri. Begitu juga dengan negara lain, perlindungan terhadap saksi dan atau
korban menjadi prioritas yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum.
Sebagai perbandingan adalah negara Afrika Selatan. Negara dari Benua
hitam tersebut sangat konsisten untuk melindungi Saksi maupun Korban yang
terlibat dalam tindak atau perbuatan kriminal. Untuk itu Parlemen Republik
Afrika Selatan membuat undang-undang yang melindungi setiap saksi atau
Korban baik jiwa raga dan keluarganya dari ancaman atau intimidasi dari
pihak-pihak yang ingin mengacaukan proses keadilan. Sebagai bukti nyata
adalah disahkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dari
negara tersebut yaitu The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112
of 1998). Di Afrika Selatan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi
Nomor 112 Tahun 1998, kantor perlindungan saksi berada dibawah naungan
Departemen Kehakiman yang dipimpin dengan nama Lembaga yakni kantor
Perlindungan saksi. Untuk melaksanakan kegiatanya, kantor Perlindungan saksi
ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainya yakni komisi-komisi
khusus, Direktorat Pengaduan Independen, Penuntut Umum, Departemen
Lembaga Pemasyarakatan, organisasi publik lainya dan Pejabat-pejabat
keamanan dalam hal ini adalah Sekretaris Bidang Pertahanan, Komisioner
Nasional Kepolisian Afrika Selatan, Badan Intelijen Nasional, Badan Rahasia
Afrika Selatan dan Komisioner Pelayanan Masyarakat.
Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1998 ini mengatur hubungan
kerja antra unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya
adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program oleh unit
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lainya yang telah ada. Jawatan perlindungan saksi di Afrika ini selain berkantor
pusat di ibukota negara, dapat juga mendirikan sebuah kantor jawatan di daerah
manapun dalam rangka melaksanakan undang-undang Perlindungan Saksi.
Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di Benua Afrika.
Banyak suku telah menjadi penghuninya termasuk suku Khoi, Bushmen, Xhosa
dan Zulu. Penjelajah belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba disana pada
1652 Pada saat itu Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah
penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan perang
Britania-Belanda dan dua Perang boer. Pada 1910, empat Repiblik utama
digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Pada 1931, Afrika Selatan
menjadi jajahan Britania sepenuhnya.Walaupun negara ini berada di bawah
jajahan Britania, mereka terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner.
Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an, saat partai pro-
Afrikaner yaitu Partai Nasional (NP) memperoleh mayoritas di Parlemen.
Strategi-strategi partai tersebut telah menciptakan dasar Apartheid (yang
disahkan pada tahun 1948), suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan
sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun
demikian pemerintahan Britania kerap kali menggagalkan usaha apartheid yang
menyeluruh di Afrika Selatan. Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum
kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah Republik. Bermula
pada 1960-an, 'Grand Apartheid' (apartheid besar) dilaksanakan, politik ini
menekankan pengasingan wilayah dan kezaliman pihak polisi.
Penindasan kaum kulit hitam terus berlanjut sehingga akhir abad ke-20.
Pada Februari 1990, akibat dorongan dari bangsa lain dan tentangan hebat dari
berbagai gerakan anti-apartheid khususnya Kongres Nasional Afrika (ANC),
pemerintahan Partai Nasional di bawah pimpinan Presiden F.W. de Klerk
menarik balik larangan terhadap Kongres Nasional Afrika dan partai-partai
politik berhaluan kiri yang lain dan membebaskan Neloson Mandela dari
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Pemilu tanpa diskriminasi yang pertama diadakan pada tahun 1994. Partai ANC
meraih kemenangan yang besar dan Nelson Mandela, dilantik sebagai Presiden
kulit hitam yang pertama di Afrika Selatan. Walaupun kekuasaan sudah berada
di tangan kaum kulit hitam, berjuta-juta penduduknya masih hidup dalam
kemiskinan.
Sewaktu Nelson Mandela menjadi presiden negara ini selama 5 tahun,
pemerintahannya telah berjanji untuk melaksanakan perubahan terutamanya
dalam isu-isu yang telah diabaikan semasa era apartheid. Beberapa isu-isu yang
ditangani oleh pemerintahan pimpinan ANC adalah seperti pengangguran,
wabah AIDS, kekurangan perumahan dan pangan. Pemerintahan Mandela juga
mula memperkenalkan kembali Afrika Selatan kepada ekonomi global setelah
beberapa tahun diasingkankan karena politik apartheid. Di samping itu, dalam
usaha mereka untuk menyatukan rakyat pemerintah juga membuat sebuah
komite yang dikenal dengan Truth and Reconciliation committee (TRC)
dibawah pimpinan Uskup Desmond Tutu. Komite ini berperan untuk memantau
badan-badan pemerintah seperti badan polisi agar masyarakat Afrika Selatan
dapat hidup dalam aman dan harmonis. Presiden Mandela menumpukan seluruh
perhatiannya terhadap perdamaian di tahap nasional, dan mencoba untuk
membina suatu jatidiri untuk Afrika Selatan dalam masyarakat majemuk yang
terpisah oleh konflik yang berlarut-larut selama beberapa dasawarsa.
Kemampuan Mandela dalam mencapai objektifnya jelas terbukti karena selepas
1994 negara ini telah bebas dari konflik politik. Nelson Mandela meletakkan
jabatannya sebagai presiden partai ANC pada Desember 1997, untuk memberi
kesempatan kepada Presiden yang baru yaitu Thabo Mbeki. Mbeki dipilih
sebagai presiden Afrika Selatan selepas memenangi pemilu nasional pada tahun
1999, dan partainya menang tipis dua pertiga mayoritas di Parlemen. Presiden
Mbeki telah mengalihkan fokus pemerintahan dari pendamaian ke perubahan,
terutama dari segi hukum dan ekonomi negara.
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6Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law)
yang menjadi salah satu ciri negara hukum. Saksi dan korban dalam proses
peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok
materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi
dan korban meliputi
1. Perlindungan dan hak saksi serta korban;
2. Lembaga perlindungan saksi dan korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian bantuan; dan
4. Ketentuan pidana (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
LPSK).
Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang
diterima korban, atau saksi bahkan keluarganya baik bentuk fisik, maupun
psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan
memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan oleh pelaku atau
suruhannya. Saat ini sekalipun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukan saksi
atau saksi korban kedalam perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal
ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban
untuk masuk program perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) . Dalam upaya perlindungan saksi tersebut, saksi atau korban
harus bersedia memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenalnya
jika keadaan menghendaki. Hal ini sejalan dengan maksud di dalam Pasal 30
Ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban, yang dalam hal ini saksi atau korban yang
berada dalam program perlindungan akan dipindahkan ketempat
persembunyian yang benar-benar aman dan akan memutuskan hubungan
dengan siapapun sehingga tidak ada orang lain yang mengenalnya. Sangat
dimungkinkan bahkan termasuk memberikan saksi atau korban beserta
keluarganya mendapat kehidupan baru dengan mengubah identitas dan tempat
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7tinggal yang baru setelah mereka bersaksi di persidangan. Berkaitan dengan
peranan saksi ini. seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim
mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu
kasus akan manjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku
di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang
dapat diperoleh dari saksi atau ahli (Muhammad Yusuf 2006: 14)
Penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi
dan atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir atau
bahkan tidak mampu entah karena tidak ada biaya, depresi, terluka sampai
terbunuh. Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi
dan atau korban. Tujuannya menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah ”memberikan rasa
aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap
proses peradilan”(Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Alenia pertama).
Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk
meneliti dan menyusun kedalam penulisan hukum dengan judul STUDI
KOMPARASI HUKUM PENGATURAN EKSISTENSI LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) MENURUT UNDANG-
UNDANG No. 13 TAHUN 2006 DENGAN THE WITNESS PROTECTION




Rumusan masalah akan dapat memudahkan penulis untuk mengumpulan
data, menyusun dan menganalisanya. sehingga tujuan dan sasaran bagi
penulis menjadi jelas, efektif, dan mendapatkan hasil memuaskan seperti yang
diharapkan.
Dalam penelitian ini perumusan masalah dari latar belakang diatas yang akan
diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 dan menurut
the Witness Protection Act of South Africa (Act No.112 of 1998) ?
2. Bagaimanakah bentuk dan tata cara perlindungan saksi menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban dan menurut The Witness Protection Act of South Africa (Act
No. 112 of 1998)?
3. Apakah kelebihan dan kekurangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan The
Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998)?
C. Tujuan Penelitan
Dalam suatu penelitan ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti. Tujuan ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berkut:
1. Tujuan objektif
a. Untuk mengetahui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006




9b. Untuk mengetahui secara jelas bentuk dan tata cara perlindungan saksi
antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun pada the Witness
Protection Act of South Africa (Act No.112 of 1998).
c. Untuk mengetahui secara jelas mengenai kelebihan dan kekurangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban maupun pada The Witness Protection
Act of South Africa (Act No. 112 of 1998).
2. Tujuan subyektif
a. Untuk memperoleh data guna penyusunan penulisan hukum agar dapat
memenuhi persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta pemikiran
aspek hukum dalam teori ataupun praktek.
c. Mendapatkan pengalaman baru pada penulis untuk dapat
meningkatkan taraf pembelajaran pada masa sekarang dan yang akan
datang.
D.  Manfaat penelitian
Suatu penelitian akan lebih bermakna jika hasilnya dapat memberi
manfaat dan hasil penelitian tersebut dapat membantu bagi orang yang
membutuhkan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai perbedaan dan persamaan
antara Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban (LPSK) menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan the Witness protection




b. Untuk lebih mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama
menjalani kuliah strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
c. Menambah pengetahuan dan penglaman bagi penulis.
2. Manfaat praktis
a. Penulisan ini sangat diharapkan dapat membantu mamberi masukan
bagi semua pihak yang membutuhkan terkait dengan masalah yang
diteliti.
b. Dengan penulisan sekripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai
bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.




Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35)
Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan
hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan metode
pendekatan komparatif.
2. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah




approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan
Komparatif (comparative approach), dan Pendekatan Konsepsual
(conceptual approach). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan
pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan
undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih
Negara lain mengenai hal yang sama (Peter Mahmud Marzuki 2006: 93-95)
3. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat sebagai ilmu
yang preskriptif, Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, faliditas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang
substansi didalam ilmu hukum ( Peter Mahmud Marzuki 2006: 22).
4. Jenis dan sumber Bahan Hukum
Jenis bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Namun dalam bukunya penelitian hukum, Peter Mahmud
Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak
mengenal adanya data sehingga yang digunakan adalah bahan hukum.
Dalam hal ini penelitian terbagi dalam dua jenis bahan hukum yaitu bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Dalam penelitian ini, penulis




1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana;
3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran
HAM Berat;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi,
Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban HAM berat;
6) The Witness Protection Act Of South Africa (Act No. 112 Of 1998).
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi
tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, dan artikel-artikel lain yang berkaitan (Peter Mahmud
Marzuki, 2006: 141).
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan
penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu
hukum yang dihadapi, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan
komparatif sehingga peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-
undangan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan (Peter




6. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam
mengklasifikasi, menguraikan bahan hukum yang diperoleh kemudian
melalui proses pengolahan nantinya bahan hukum yang digunakan untuk
menjawab permasalahan yang diteliti. Metode deduksi digunakan penulis
untuk menganalisa bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini.
Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis
mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis





Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hal-hal
yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan
memberikan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah :
BAB I. Pendahuluan memuat latar belakang masalah dalam penulisan hukum
ini bahwa setiap negara memiliki lembaga yang bergerak dibidang
pemberian bantuan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan
korban seperti pada negara Afrika Selatan. Setiap saksi ingin
memberikan keterangan di persidangan tanpa tekanan, ancaman, dan
intimidasi dari siapapun. Pemberian perlindungan disetiap negara
memiliki posisi yang berbeda dalam kerangka negara. Indonesia dan
Afrika Selatan memiliki cara-cara tersendiri atau perbedaan  dalam
memperlakukan saksi yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi pada
dasarnya sama yaitu memberi perlindungan dan bantuan terhadap
saksi tersebut.
Rumusan masalah didasarkan pada latar belakang yang telah
diuraikan oleh penulis yaitu bagaimanakah keberadaan lembaga
perlindungan saksi di kedua negara, bagaimanakah bentuk dan tata
cara perlindungan saksi di kedua negara, serta apakah kelebihan dan
kekurangan kedua undang-undang tersebut.
Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini untuk menjawab
masalah yang telah dirumuskan secara jelas dalam rumusan masalah
agar dapat mencapai tujuan dalam penelitaian yaitu mengetahui
keberadaan lembaga perlindungan sakdsi dan korban dikedua negara,
bentuk dan tata cara pemberian perlindungan terthadap saksi dikedua
negara, serta kelebiahan dan kekurangan diantara kedua undang-
undang tersebut. Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini
adalah manfaat teoritis yaitu mengetahui secara jelas perbedaan dan




yaitu Dengan penulisan sekripsi ini diharapkan dapat meningkatkan
dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum
sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
Metodologi penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian komparatif atau
perbandingan, sifat penelitian preskriptif, jenis dan sumber bahan
hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum
dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan metode
deduksi.
BAB II Dalam Tinjauan pustaka memuat A. Kerangka Teori, dalam penulisan
hukum ini yang terdiri dari, pertama perbandingan hukum meliputi
tentang istilah dan definisi perbandingan hukum, perbandingan
hukum sebagai metode dan ilmu serta perbandingan hukum dan
cabang-cabangnya. Kedua, perlindungan saksi dan korban meliputi
tentang pengertian perlindungan, pengertian saksi, pengertian korban,
dan hak saksi serta korban. Ketiga, Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) meliputi tentang pengertian LPSK dan Tanggung
Jawab LPSK. Keempat The Witness Protection Act Of South Africa
meliputi tentang pengertian perlindungan serta pengertian
pembentukan kantor perlindungan saksi. B. Kerangka pemikiran,
dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan bahwa suatu tindak
pidana pasti melibatkan saksi, pelapor, dan korban dalam hal ini
penulis akan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang
mengatur pemberian perlindungan terhadap saksi di Indonesia dan
The Witness Protection Act Of South Africa (Act No 112 Of 1998)
yang mengatur pemberian perlindungan terhadap saksi di Afrika
selatan. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dirumuskan




dan tata cara perlindungan saksi di kedua negara, serta kelebihan dan
kekurangan kedua undang-undang tersebut.
BAB III Dalam bab ini  menguraikan rumusan masalah dalam penelitian.
diantaranya mengetahui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
maupun pada The Witneess Protection Act of South  Africa (Act No.
112 of 1998). mengetahui secara jelas bentuk dan tata cara
perlindungan saksi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun
pada the Witness Protection Act of South Africa (Act No.112 of
1998). mengetahui secara jelas mengenai kelebihan dan kekurangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban maupun pada The Witness Protection
Act of South Africa (Act No. 112 of 1998).
BAB IV Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan secara
singkat dan jelas untuk menjawab permasalahan penelitian
berdasarkan kajian pustaka serta pembahasan atau analisis bahan
hukum yang diperoleh. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan
perumusan masalah dan pembahasan. Saran berisi alternatif solusi










1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum
a. Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum
Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan:
comparatif law (bahasa Inggris), vergliehende rechstlhre (bahasa
Belanda), droit compare (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam dalam
pendidikan tinggi di Amerika Serikat, sering diterjemah lain, yaitu
sebagai conflict law atau dialihbahasakan, menjadi hukum perselisihan,
yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.
Istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, adalah
perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat
dikalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan
dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum
perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan
yang lebih lengkap, maka perlu dikemukaan definisi perbandingan
hukum dari beberapa pakar hukum terkenal. Romli Atmasasmita
mengutip pendapat dari beberapa pakar hukum mengenai istilah dan
definisi tentang perbandingan hukum, diantaranya adalah sebagai
berikut
Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum
merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh
pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas
hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik




Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah
suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan
perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang
dibandingkan. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum
adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan
dalam semua cabang hukum. Gutterdge membedakan antara
comparative law dan forerign law (hukum asing), pengertian istilah
yamg pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih,
sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum
asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum
yang lain.
Perbandingan Hukum adalah metoda umum dari suatu
perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam
bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: frederik pollock,
gutteridge, Rene David, dan George Winterton. Sedangkan Lemaire
mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan
(yang juga mempergunakan metoda perbandingan) meliputi: (isi dari)
kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya
dan dasar-dasar kemasyarakatannya. Ole Lando mengemukakan antara
lain bahwa perbandingan hukum mencakup: “analysis and comparasion
of the laws”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan
untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
Hasel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum
sebagai berikut: “comparative lae is simply another name for legal
science, or like other branches of science it has a universal humanistic
outlook : it contemplates that while the technique nay vary, the
problems of justice are basically the same in time and space throughout
the world”. (Perbanding hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu




seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan
yang universal, sekalipun caranya berlainan, masalah keadilan pada
dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat diseluruh dunia).
Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai
berikut: “Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining
similarities and difference finding out relationship between various
legal, their essence and style, lookng at comparable legal institutions
and concepts and typing to determine solutions to certain in these sistem
with a definite goal in mind’ such as law reform, unification etc”.
(Perbandingan hukum merupakan suatu ilmu hukum yang bertujuan
menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula
hubungan-hubungan erat antara sebagai sistem-sistem hukum, melihat
perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba
menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam
sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan
hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.
Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum
dikemukakan oleh Zwegert  dan Kort yaitu: “Comparative law is the
comparison of the spirit and style of different legal sistem or of
comparable legal isntitutions of the solution of comparable legal
problem in different sistem”. (perbandingan hukum adalah
perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda
atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam
sistem hukum yang berbeda-beda).
Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum
adalah pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana)
dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode




b. Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu
Perbandingan hukum menunjukan pembedaan antara
perbandingan hukum sebagai metode dan ilmu. Ketidakjelasan tersebut
biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat luas,
seperti yang dapat ditemui pada “black’s law ditionary” yang
menyatakan bahwa “comparatif jurisprudence” adalah “the study of the
principles of legal science by the comparison of varius system of
law”.(Henry Campbell Black: 1986).
Akan tetapi perumusan dari black tersebut sebenarnya cenderung
untuk mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai metode, karena
yang dimaksudkan dengan “comparatif” adalah “proseding by the
method of comparasion; founded on comparasion; estimated by
comparation”.
Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjalaskan hubungan
antara gejala-gejela hukum dengan gejala sosial lainya. Untuk mencapai
tujuanya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan
perbandingan hukum (L. J. van apeldron: 1996). Meliputi sebagai
berikut:
a) Metode sosiologis: untuk meneliti hubungan antar hukum dengan
gejala-gejala sosial lainya;
b) Metode Sejarah: untuk meneliti tetang perkembangan hukum;
c) Metode Perbandingan hukum: untuk membandingkan berbagai tertib
hukum dari macam-macam masyrakat.
Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat
dibedakan (tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan). Metode Sosiologi
misalnya, tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena
hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan
hasil dari suatu perkembangan (dari jaman dahulu). Metode




merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan bantuan dari
metode sosiologis, oieh karena perlu diteliti faktor-faktor sosial yang
mempengruhi perkembangan hukum. Metode perbandingan tidak akan
membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif, juga
diperlukan data tentang berfungsinya atau efektifitas hukum, sehingga
diperlukuan metode sosiologis. Juga diperlukan sejarah, untuk
mengetahui perkembangan dari hukum yang diperbandingkan. Dengan
demikian maka ketiga metode tersebut salaing mengisi dalam
mengembangkan penelitian hukum (Soerjono Soekanto, 1989 :26).
c. Perbandingan Hukum dan Cabang-Cabangnya
Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya
pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian
timbul sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah (Edonart
Lambert: 1957):
a) Descriptive comparative law;
b) Comparative history of law;
c) Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper).
Deskriptive comparative law merupakan suatu studi yang
bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang seitem hukum
bagi masyarakat (atau bagian masyarakat). Cara menyajikan
perbandingan dapat didasarkan pada lembaga-hukum tertentu (bidang
tata hukum) ataupun kaedah-kaedah hukum tertentu yang merupakan
bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan adalah analisa
deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum.
Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah,
sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk




tolak pada (Edouard Lambert: 1957: “… the effort to define the common
trunk on which present national doctriens of law are destined to graft
themselves as a result both of the development of the study of law as a
social scince and of the awakenig of an international legal
consciousness.”
Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum
dapat berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data
primer), maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan
kepustakaan tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder
ataupun tersier (dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan  hukum
primer, antara lain, mencakup peraturan perundang-undangan, bahan
hukum yang dikodifikasikan (misalnya hukum adat) yurisprudensi,
traktat, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder antara lain
peraturan perundang-undangan (untuk “comparative history of law”),
hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan
hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan
menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,
1989: 54)
2. Tinjauan Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
a. Tinjauan tentang Pengertian Perlindungan
Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Tentang perlindungan Saksi
dan Korban tercantum pengertian perlindungan. Perlindungan adalah
segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh





Sedangkan pengertian perlindungan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap
Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM berat, yang menyatakan
bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk
memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan
saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun
yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
atau pemeriksaan disidang pengadilan.
b. Tinjauan Tentang Saksi
1) Pengertian Saksi
Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban tercantum pengertian saksi. Saksi adalah orang
yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan ,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan atau ia alami sendiri.
Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar,
lihat, dan alami sendiri. Sedangkan pengertian saksi dalam kamus
hukum adalah orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya
tindak pidana, kejahatan, atau suatu peristiwa.
2) Syarat objektif saksi :





(c) Tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
3) Syarat subjektif saksi
Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan
melihat, mendengar, dan merasakan sendiri syatu tindak pidana.
4) Syarat formil
Saksi harus disumpah menurut agamanya.
Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27
KUHAP adalah salah satu bukti dalam perkara pidana berupa
keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Tetapi ada
pengecualian yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP adalah
sebagaiberikut:
(a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau
kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa;
(b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara




(c) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang
bersama-sama sebagai terdakwa. Keluarga sedarah atau semenda
dalam satu garis lurus.
Disamping karena hubungan kekeluargaan (semenda atau
sedarah), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang
karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban menjadi
seorang saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau
jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan
rahasia ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan.
Selanjutnya dijelaskan jika tidak ada ketentuan peraturan
Perundang-Undangan yang mengatur tentang pekerjaan atau
jabatan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan ayat ini,
hakim yang menentukan sah tidaknya alasan  yang dikemukakan
untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya
dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita
pasiennya. Sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat
mengundurkan diri misalnya adalah pastor agama Katholik
Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang
melakukan pengakuan dosa kepada Pastor tersebut.
Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal
tersebut diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari
kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi…” maka
berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh




karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena
martabatnya merupakan pengecualian relatif.
Pasal 171 KUHAP juga ditambahkan pengecualian untuk
memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah :
a) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah
kawin.
b) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya
kembali.
5) Kewajiban saksi
Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun
juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal
159 ayat (2), Pasal 161 ayat (1), dan Pasal 174 ayat (2) sebagai
berikut:
a) Pasal 159 ayat (2): “ Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah
di panggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup
alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak hadir, maka
hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut
dihadapkan ke persidangan”.
b) Pasal 161 ayat (1): “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang
sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan
terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan
hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat tahanan




c) Pasal 174 ayat (2): “apabila saksi tetap pada keteranganya itu,
hakim ketua sidang karena jabatannya atau permintaan jaksa
penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya
saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan
dakwaan sumpah palsu”.
b) Pengertian Saksi Pelapor
Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara
formal tidak memberikan kesaksian dalam persidangan. Seperti
yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban seperti yang terulis diatas.
Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukumdan
keamanan yang memedai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa
terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan
jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut diharapkan
tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi
merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang
diketahuinya kepada penegak hukum.
c. Tinjauan Tentang  Korban
1) Pengertian Korban
Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban tercantum pengertian korban. Korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau





Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai
dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan
medis dan bantuan hukum. Tidak berarti kewajiban dari korban
kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan
keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara
signifikan.
Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan,
antara lain:
a) Kewajiban untuk tidak melakukun upaya main hakim sendiri atau
balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
b) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan
terulangnya tindak pidana;
c) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai
terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan
kepada pelaku;
e) Kewjiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa
dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarganya;
f) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan
dalam upaya penanggulangan kejahatan;
g) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk





d. Tinjauan Tentang Hak Saksi dan Korban
Pada Pasal 1 ayat (5) dicantumkan bahwa Saksi dan Korban berhak
untuk:
1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebes dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk dan
perlindungan dukungan keamanan;
3) Memberikan Keteranagn Tanpa Tekanan;
4) Mendapat Penerjemah;
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebeskan;
9) Mendapat identitas baru;
10) Mendapatkan tempat kediaman baru;
11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan
kebutuhan;
12) Mendapat nasihat hukum; dan atau
13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementra sampai batas waktu
perlindungan berakhir.
Seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bilamana korban dalam
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak






b) Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial.
c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 13 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban disebutkan bahwa;
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan
berupa:
(a) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi
manusia yang berat;
(b) Hak atas restitusi atau ganti kerungian yang menjadi
tanggung jawab pelaku pidana.
(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restutisi mengenai
kompensasi dan    restitusi diberikan oleh pengadilan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan
restitusi diatur dengan peraturan pemerintah
d) Pasal 8 menyebutkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban menyebutkan bahwa:
Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap
penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan
sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini.
e) Disebutkan juga dalam Pasal 9 bahwa:
1) Saksi dan atau korban yang merasa dirinya berada dalam
ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat
memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan




2) Saksi dan atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang
disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan
membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat
tenntang kesaksian tersebut.
3) Saksi dan atau korban sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
dapat pula didengar kessaksiannya secara lanagsung melalui
sarana elektronik dengan didampingi oleh  pejabat yang
berwenang.
f) Sedangkan yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:
1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum
baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan,
sedang, atau telah diberikannya.
(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama
tidak dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi
kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam
meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan
keterangan tidak dengan iktikad baik.
3. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan  Saksi dan Korban (LPSK)
a. Pengertian LPSK
Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang tentang Perlindungan




lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan
dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.
b. Tanggung jawab LPSK
LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian
perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan
kewenganan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4.Tinjauan Tentang The Witness Protection Act Of South Africa (Act No.
112 Of 1998)
ACT
To provide for the establishment of an Office for the protection
of witnesses; to
regulate the powers, functions and duties of the Director: Office for
Witness
Protection; to provide for temporary protection pending placement
under
protection; to provide for the placement of witnesses and related
persons under
protection; to provide for services related to the protection of
witnesses and related
persons; to amend the Criminal Procedure Act, 1977, so as to make
provision for
witness services at courts; and to provide for incidental matters.
Definition of “protection”
means any protection in terms of this Act, excluding temporary





change of identity of, or other related assistance or services provided
to, a
protected person, as prescribed;
Definition Of  “Establishmentof Ofice for Witness Protection”
(1) There is hereby establised an ofice within the Departemen called
the Office for witness protection.
(2) The minister may, after consultation with the minister for safety
and security and the national director, by notice in the gazette
a) Establish a branch office of the Office in any defined area for
the purpooses of the administration of this Act
b) Abolish any branch office or incorporate it with any other such
office, and may for this purpose make any administrative or
other arrangements as he or she may deem necessary; or
c) Amend or withdraw a notice issued in terms of this subsection.
Undang-Undang
Untuk melengkapi pembentukan sebuah kantor untuk
perlindungan saksi; untuk mengatur kekuasaan, fungsi dan tugas
direktur: kantor perlindungan saksi; untuk memberikan tempat
menunggu perlindungan sementara dibawah perlindungan; untuk
memberikan tempat kepada saksi dan orang-orang terkait dibawah
perlindungan; untuk memberikan pelayanan terkait dengan
perlindungan saksi dan orang-orang terkait; untuk mengubah Undang-
Undang prosedur kriminal, 1977, misalnya untuk membuat ketetapan
mengenai layanan-layanan saksi di pengadilan; dan untuk melengkapi





Pasal 1 butir 18 Perlindungan berarti suatu perlindungan
sesuai Undang-Undang ini, tidak termasuk perlindungan sementara
seperti yang tercantum pada pasal 8, dan dapat meliputi relokasi
atau perubahan identitas, atau bantuan atau pelayanan terkait
lainnya yang diberikan kepada seseorang yang dilindungi, seperti
yang dianjurkan.
b. Pengertian pembentukan kantor perlindungan saksi Pasal 2 ayat (1)
dan (2)
1) Dengan ini telah ditetapkan sebuah kantor didalam departemen
ini yang disebut kantor perlindungan saksi
2) Sesudah berkonsultasi dengan menteri keamanan dan
keselamatan dan direktur nasional, dengan pemberitahuan dalam
Lembar Negara, menteri dapat
a) Membentuk kantor cabang dari kantor tersebut di suatu
daerah yang telah ditentukan untuk tujuan administrasi
Undang-Undang ini;
b) Menghapuskan kantor cabang atau menggabungkannya
dengan kantor lain, dan untuk tujuan ini dapat membuat
struktur administratif atau struktur lainnya yang ia anggap
perlu; atau
c) Mengubah atau menarik sebuah pemberitahuan yang











Nomor. 13 Tahun 2006)
The Witness Protection (Act
No. 112 of 1998)
Keberadaan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban dikedua negara
Bentuk dan tata cara Perlindungan
Saksi dikedua negara






Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum
pidana dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana.  Dalam suatu
tindak pidana pasti melibatkan saksi, korban, dan pelapor. korban sangat
dirugikan oleh pelaku kejahatan  karena dengan niat untuk menyakiti,
sedangkan Saksi sangat membantu korban didalam proses persidangan. untuk
itu saksi harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya hal ini diatur didalam
Undang-undang Negara Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak
pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun
saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain
yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan,
penculikan saksi, korban atau anggota keluarganya hingga pembunuhan
menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat
dalam memberikan kesaksian. Dalam penelitian ini akan membandingkan
bagaimana pengaturan eksistensi lembaga perlindungan saksi dan korban
(LPSK) menurut Undang-undang No. 13 Republik Indonesia No.13 Tahun
2006 dengan the witness protection Act of south Africa ( Act No.112 of 1998).
Setelah dilakukan perbandingan dari masing-masing peraturan, maka dapat
diketahui keberadaan lembaga perlindungan saksi dan korban dikedua negara,
bentuk dan tata cara perlindungan saksi dikedua Undang-Undang tersebut,
kelebihan dan kekurangan kedua Undang-Undang tersebut dalam hal






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan The Witness Protection Act of
South Africa (Act No. 112 of 1998)
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Semenjak Orde Reformasi ada, bangsa Indonesia dihadapkan dalam
permasalahan strategis yang menyangkut penegakan hukum di bidang
pelanggaran HAM di masa lalu dan korupsi. Salah satu cara yang ditempuh
agar terwujud suatu keadilan adalah mengadili penjahat/pelanggar hukum
guna memberikan keadilan formal dan materiil bagi korban. Lembaga
peradilan diharapkan mampu menyeret para pelaku kejahatan HAM dan
korupsi demi terciptanya keadilan. Selain itu juga dapat memastikan adanya
rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi pada korban. Pada waktu itu pengaturan
mengenai saksi berikut hak dan kewajibanya hanya diatur di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undangn Hak Asasi Manusia (UU HAM)
dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Undang-Undang Narkotika
(UU No. 22 Tahun 1997), Undang-Undang Psikotropika (UU No. 5 Tahun
1997), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 Tahun
2002), dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15 Tahun
2003). Lebih jauh penjabaran  teknis dari masing-masing undang-undang
tersebut diimplementasikan dalam berbagai peraturan pemerintah, seperti PP
yang mengatur tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam




tentang Konpensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran
HAM Berat (PP No. 3 Tahun 2002) serta Peraturan Pemerintah tentang Tata
Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (PP No. 24 Tahun 2003) (M.
Rustamaji, 2003 : 49).
Saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu lembaga
peradilan melaksanakan tugasnya. Keterangan saksi dan korban dapat
membantu mengakselerasi tuntutan rasa keadilan bagi korban kekejaman
rezim di masa lalu. Permasalahannya adalah rasa trauma dan ketakutan untuk
menjelaskan apa yang terjadi. Mereka beranggapan ada ketiadagunaan dalam
memberikan kesaksian. Di samping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa
ada perlindungan dari negara terhadap diri dan keluarganya. Tuntutan seperti
ini, akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus melindungi
saksi dan korban. Salah satunya adalah dengan jalan mendirikan Lembaga
yang melindungi Saksi dan Korban.
a. Kelembagaan LPSK
LPSK merupakan lembaga yang mandiri, artinya lembaga yang
independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. LPSK
berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Pembiayaan yang
diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSk dibebankan kepada anggaran
pendapatan dan belanja negara (Pasal  27 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)
b. Tugas dan wewenang LPSK
LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian
perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan
kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. LPSK




tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat
paling sedikit dalam satu tahun. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seorang saksi
dan/atau korban berhak:
1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; yang diberikan
dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan.
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4) Mendapat penerjemah.
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9) Mendapat identitas baru.
10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
11) Memperoleh penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau






Anggota LPSK terdiri atas 7 orang yang berasal dari unsur
professional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan,
pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum, dan hak asasi manusia,
kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
akademisi, advokad, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
Untuk pertama kalinya seleksi anggota LPSK dilakukan oleh
Presiden. Untuk pelaksanaan seleksinya, Presiden membentuk panitia
seleksi. Setelah terbentuk, LPSK terdiri atas pimpinan dan anggota yang
mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih untuk satu kali
masa jabatan berikutnya.
Anggota LPSK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk dapat diangkat menjadi
anggota LPSK harus memenuhi syarat-syarat:
1) Warga negara Indonesia;
2) Sehat jasmani dan rohani;
3) Tidak peranh diajtuhi pidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 tahun;
4) Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat
pemilihan;
5) Berpendidikan paling rendah S1;
6) Berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat
10 tahun;
7) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan




Anggota LPSK dapat diberhentikan karena:
a) Meninggal dunia;
b) Masa tugasnya telah berakhir;
c) Atas perminitaan sendiri;
d) Sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat
menjalankan tugas selama 30 hari secara terus menerus;
e) Melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan
keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena
telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi
kemandirian dan kredibilitas LPSK;
f) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang
ancaman pidananya paling singkat 5 tahun.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998)
The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998)
dibentuk untuk melengkapi pembentukan sebuah kantor perlindungan saksi,
untuk mengatur kekuasaan, fungsi, dan tugas direktur kantor perlindungan
saksi. Di bawah ini akan disampaikan secara singkat mengenai kantor
perlindungan saksi berdasarkan The Witness Protection Act of South Africa
(Act No. 112 of 1998).
a. Kelembagaan Kantor Perlindungan Saksi
Pembentukan Kantor Perlindungan Saksi dilakukan sesudah
dilakukannya konsultasi antara Menteri Kehakiman, Menteri Keselamatan
dan Keamanan, dan Direktur Nasional Kantor Perlindungan Saksi.
Direktur dan anggota Kantor Perlindungan Saksi ditunjuk oleh seorang




b. Tugas dan wewenang Kantor Perlindungan Saksi
Kantor Perlindungan Saksi tidak mempunyai wewenang apa pun,
tetapi yang mempunyai kewenangan yang sangat luas, yaitu tercantum
pada pasal 4 ayat (1) yaitu:
1) Bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan orang terkait,
termasuk perlindungan sementara dan layanan terkait sesuai dengan
undang-undang ini;
2) Harus melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berhubungan
dengan perlindungan saksi dan orang-orang terkait, termasuk
perlindungan sementara dan layanan-layanan terkait;
3) Dapat terlibat dalam perjanjian untuk menggunakan layanan orang,
badan, institusi, atau organisasi;
Untuk menjaga seorang saksi, dalam The Witness Protection Act of
South Africa (Act No. 112 of 1998) ini Direktur Jenderal dapat
meminta Menteri Pertahanan, Komisaris Nasional (Dinas Kepolisian
Afrika Selatan), Direktur Jenderal Agen Intelejensi Nasional, Direktur
Jenderal Dinas Rahasia Afrika Selatan dan Komisaris Dinas Lembaga
Kemasyarakatan untuk mendukung pelayanan perlindungan saksi dan
korban di kantor perlindungan saksi.
Selain itu kerja sama ini juga diperlukan untuk menempatkan
seseorang yang sedang dilindungi di bawah program perlindungan
saksi yang diurusi oleh badan, lembaga, organisasi, atau negara
tersebut, di bawah perlindungan sesuai undang-undang ini dan
memasukkan orang yang dilindungi dalam sebuah program
perlindungan saksi, sesuai undang-undang yang dapat diterapkan pada




4) Dapat membuat sebuah perjanjian dengan departemen yang ada dalam
negara atau mengadakan perjanjian dengan seseorang, suatu badan,
institusi, atau organisasi
a) Yang dalam kaitannya dengan hal itu, Kantor Perlindungan Saksi
akan diberi wewenang untuk menggunakan fasilitas atau peralatan
yang merupakan milik atau di bawah kontrol departemen, orang,
badan, institusi atau organisasi;
b) Guna memperoleh dokumen dan informasi lain yang mungkin
diperlukan untuk perlindungan terhadap seseorang yang mungkin
dilindungi, atau
Informasi ini terutama mengenai apakah saksi ini betul-betul
dapat bersaksi di depan pengadilan dan merupakan saksi yang
penting, bagaimana risiko keselamatannya, apakah bahaya yang
ditimbulkan dari kejahatan yang diketahui dan dilihat oleh saksi
sendiri mempunyai imbas bagi masyarakat luas. Hal ini tidak bisa
diperoleh oleh kantor perlindungan saksi sendiri, ia harus bekerja
sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian dan
Dinas rahasia.
c) Mengenai suatu masalah untuk tujuan memberikan pengaruh
kepada ketentuan undang-undang ini.
5) Harus mengatur prosedur dan menentukan cara di mana ketentuan
undang-undang ini sebaiknya dilakukan oleh suatu kantor cabang;





7) Harus menjalankan kekuasaan dan harus melaksanakan funsgi atau
melaksanakan tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan
kepadanya menurut undang-undang ini.
c. Keanggotaan Kantor Perlindungan Saksi
Keanggotaan Kantor Perlindungan Saksi tercantum pada Pasal 3 ayat (5)
yang terdiri atas:
1) Direktur Kantor Perlindungan Saksi;
2) Petugas departemen yang ditunjuk;
3) Petugas perlindungan saksi;
4) Petugas keamanan;
5) Petugas suatu Departemen Negara lainnya yang diserahkan kepada
pelayanan Kantor Perlindungan Saksi untuk pelayanan tertentu, dalam
kaitannya dengan undang-undang yang mengatur pelayanan
masyarakat;
6) Orang-orang dalam melayani suatu masyarakat suatu masyarakat atau
badan, institusi atau organisasi lain, yang dapat memberikan suatu
pelayanan dalam kaitannya dengan suatu masalah yang dinyatakan
menurut undang-undang ini dan siapa menurut perjanjian dengan
badan, institusi atau organisasi terkait yang didukung dengan
persetujuan mereka kepada pelayanan kantor;
7) Seseorang yang lain pelayanannya diperoleh oleh Direktur.
Baik LPSK dan Kantor Perlindungan Saksi mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Oleh karena, peran serta saksi dalam mengungkapkan kasus
sedemikian pentingnya baru disadari sekarang-sekarang ini. The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) baru terbentuk di tahun




mana sebenarnya peran saksi sudah sedemikian penting. Dalam pelanggaran
HAM berat sering kita melihat ada genosida dan massacre, yang karena
terjadi secara sistematis sulit dibuktikan di pengadilan. Hal ini sering terjadi
karena saksi-saksi juga terancam nyawanya, takut akan dihilangkan secara
“sistematis” juga.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban baru muncul tahun 2006. Sekarang ini,
Indonesia sedang mengalami tantangan penegakan hukum yang teramat besar,
terutama pemberantasan korupsi dan kejahatan kerah putih lainnya.
Kejahatan-kejahatan seperti ini sangat sulit diungkap tanpa kehadiran saksi
yang bisa bersaksi di pengadilan dengan rasa aman, tanpa takut keselamatan
jiwa dan raganya terancam. Di tengah-tengah kehadirannya yang sama-sama
telat, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban dan The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of
1998) mencoba mengisinya dengan sebaik mungkin, agar pelanggaran
terhadap saksi yang akan dilakukan oleh polisi, hakim, jaksa, dan advokad
dapat dihindari.
Hal yang paling utama dalam perlindungan saksi dan/atau orang-orang
terkait adalah lembaga yang independen. Kondisi ini tidak terdapat dalam
Kantor Perlindungan Saksi yang diatur dalam The Witness Protection Act of
South Africa (Act No. 112 of 1998). Lembaga yang independen akan
memudahkan saksi dan/atau orang terkait melapor tanpa rasa takut. Orang
terkadang takut melapor kepada polisi, karena laporan yang palsu padahal
belum dilakukan pemeriksaan dan hanya didasarkan pada rumor saja, bukan
fakta-fakta atau bukti-bukti. Di lembaga semacam LPSK dan Kantor
Perlindungan Saksi diharapkan hal seperti itu tidak terjadi, setiap laporan




melakukan penipuan atau kebohongan atas laporannya, bisa diajukan ke
proses hukum yang mempunyai aturan sendiri.
B. Bentuk dan Tata Cara Perlindungan Saksi menurut Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998)
1. Bentuk dan Tata Cara Perlindungan Saksi menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
a. Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban
Hak-hak saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai
berikut.
1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang atau telah diberikannya; yang diberikan dalam kasus-
kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan.
3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4) Mendapat penerjemah.
5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.




10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
11) Memperoleh penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.
Selain itu perlindungan juga diberikan kepada korban dalam tindak
pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, selain berhak atas hak
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga mendapat bantuan berupa
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan tentang bantuan medis ini adalah
bahwa tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada
korban dan dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan bantuan
pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Adapun
penjelasan mengenai bantuan rehabilitasi psikososial adalah adanya korban
yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog
sangat diperlukan untuk membantunya kembali menjalani kehidupan yang
telah dikacaukan oleh adanya kekerasan.
Hak-hak selain yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, para korban berhak
mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana
dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi oleh
pelaku tindak pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak-hak tersebut
diatas dapat diberikan dengan putusan pengadilan. Adapun pengaturan




Dalam kasus pelanggaran HAM berat sudah terdapat peraturan
pemerintah tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yaitu PP
Nomor 3 Tahun 2002. Adapun pengaturan tentang restitusi oleh tindak pidana
selain diatur dalam peraturan pemerintah di atas juga diatur dalam KUHAP.
Kompensasi, restitusi, dan bantuan rehabilitasi di atas merupakan
bagian dari upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang
mempunyai tujuan meringankan penderitaan dan memberikan keadilan
kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh
mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal
pelanggaran.
Yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang
diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti
kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun restitusi
adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh
pelaku atau pihak ketiga (PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,
Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang Berat). Restitusi dapat berupa pengembalian, harta milik, pembayaran
ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan biaya untuk tindakan
tertentu.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, kondisi khusus adalah kondisi di mana saksi tidak dapat
memberikan kesaksian di persidangan. Saksi dalam kondisi ini adalah:
1) Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang
sangat berat atas persetujuannya hakim dapat memberikan kesaksian





2) Saksi dapat memberikan kesaksian secara tertulis dan disampaikan
dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya
pada beriat acara yang memuat tentang kesaksian tersebut;
3) Saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana
elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
Syarat yang lainnya adalah persetujuan hakim dan mekanisme
pemberian kesaksian tersebut harus diberikan dihadapan pejabat yang
berwenang.
Jaminan perlindungan terhadap saksi/korban dan pelapor:
1) Saksi/korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana
maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya;
2) Seseorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan
hukum dalam meringankan pidana yang dijatuhkan;
3) Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang
memberikan keterangan tidak dengan itikad baik, misalnya memberikan
keterangan palsu, sumpah palsu, dan pemufakatan jahat.
b. Prosedur Pemberian Perlindungan dan Bantuan kepada Saksi maupun
Korban
Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada Bab IV mengenai syarat
dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan pada bagian ketiga
mengenai tata cara pemberian bantuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun




sebagaimana yang disebutkan jenisnya dalam Pasal 6, yaitu bantuan medis
dan bantuan rehabilitasi psikososial serta hanya diberikan terbatas pada
korban pelanggaran HAM berat.
Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa bantuan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban merupakan bagian dari konteks pemberian perlindungan yang
diberikan LPSK. Hal tersebut dikuatkan dalam Pasal 2 bahwa syarat
pemberian perlindungan untuk kepentingan proses persidangan. Adapun
persyaratan untuk memperoleh perlindungan dan bantuan ditetapkan dalam
Pasal 28 sebagai berikut.
Perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan
dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut.
1) Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
2) Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
3) Hasil analisis tim medis atau psikologi terhadap saksi dan/atau korban.
4) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.
Dari segi prosedural, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan pemberian perlindungan
dan pemberian bantuan merupakan prosedur yang terpisah. Prosedur untuk
pemberian perlindungan diatur dalam Pasal 29 hingga Pasal 32 sebaagi
berikut.
1) Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri
maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan




melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Keputusan LPSK
diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak ahri permohonan.
2) Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban
sebagaimana dimaksud, saksi dan/atau korban menandatangani
pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi
dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan
perlindungan saksi dan korban memuat: kesediaan saksi dan/atau korban
untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, menaati aturan yang
berkenaan dengan keselamatannya, tidak berhubungan dengan cara apa
pun dengan keselamatannya selain atas persetujuan LPSK, selama ia
berada dalam perlindungan LPSK; tidak memberitahukan kepada siapa
pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan hal-hal
lain yang dianggap perlu oleh LPSK.
3) LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau
korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan
kesediaan tersebut.
4) Penghentian perlindungan atas keamanan saksi dan/atau korban hanya
dapat diberikan berdasarkan alasan:
a) Saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya
dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
b) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal ini permintaan
perlindungan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas
permintaan pejabat yang bersangkutan;





d) LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tiadak lagi
memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban
harus dilakukan secara tertulis.
Adapun tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban
diatur dalam ketentuan Pasal 33 sampai dengan 36 sebagai berikut.
a) Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan
tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada
LPSK.
b) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau
korban.
c) Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan
jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan
besaran biaya diatur dengan peraturan pemerintah.
e) Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau
korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan
dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan
tersebut.
f) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat
bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
g) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan instansi terkait sesuai
dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai




2. Bentuk dan Tata Cara Perlindungan Saksi menurut The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998)
a. Bentuk Perlindungan Saksi dan Korban
Bentuk perlindungan saksi dalam The Witness Protection Act of
South Africa (Act No. 112 of 1998) merupakan perlindungan yang bersifat
sementara dan tetap. Perlindungan sementara yang tercantum pada Pasal
8 akan dibahas dan tata cara permohonan perlindungan. Adapun
perlindungan tetap, antara lain: pengubahan identitas, bantuan atau
pelayanan terkait lainnya yang diberikan kepada seseorang yang
dilindungi sebagaimana ketentuan undang-undang.
Selain itu perlindungan yang juga diberikan antara lain:
dirahasiakannya tempat keamanan atau lokasi keamanan di mana dia
dilindungi sampai dia dipindahkan, dirahasiakan juga situasi yang
berkaitan dengan perlindungannya, dirahasiakan juga identitas orang yang
melindungi, dan sampai pada relokasi serta pengubahan identitas.
Akan tetapi, dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act
No. 112 of 1998) mempunyai pengecualian seperti yang tercantum pada
Pasal 19, yaitu
1) Pada saat memberikan bukti membuat buku, catatan, dokumen, atau
objek dalam kepemilikannya atau di bawah kontrolnya dalam suatu
persidangan atau dalam persidangan sipil apapun di hadapan
pengadilan;
2) Jika ia dalam kaitannya dengan hukum dipaksa untuk menjawab
pertanyaan atau untuk memberikan bukti atau membuat buku,
catatan, dokumen, atau objek dalam kepemilikannya atau di bawah
kontrolnya dalam suatu persidangan, selain persidangan yang




yang diadakan atau memberikan bukti atau membuat buku, catatan,
dokumen atau objek dalam persidangan tersebut.
Menurut undang-undang ini, saksi dan korban apabila berada dalam
kondisi di atas tidak mendapat perlindungan.
b. Tata Cara Permohonan Perlindungan
Seorang saksi yang memiliki alasan untuk percaya bahwa
keselamatannya atau keselamatan orang-orang yang berhubungan
dengannya mungkin terancam oleh seseorang atau sekelompok orang atau
segolongan orang, baik ia tahu maupun tidak, karena dia menjadi saksi
seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1), dapat:
1) Melaporkan keyakinan tersebut
a) Kepada petugas penyidik dalam pemeriksaan terkait;
b) Kepada seseorang yang bertanggung jawab di sebuah kantor polisi;
c) Jika ia dipenjara, kepada orang yang bertanggung jawab di penjara
di mana ia ditahan atau orang yang terdaftar sebagai pekerja sosial
atau dianggap terdaftar dan siapa yang sedang mengabdi di
Departemen Dalam Negeri.
d) Kepada penuntut umum atau fungsionaris terkait; atau
e) Salah seorang pegawai kantor.
2) Mengajukan permohonan dengan cara seperti yang dianjurkan agar ia
perlu atau orang yang terkait dilindungi.
Yang dimaksudkan laporan pada Pasal 1 butir 16 dalam Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) adalah
a) Laporan kejahatan dalam kaitannya dengan suatu pelanggaran yang




b) Laporan dihadapan sebuah komisi atau pengadilan;
c) Laporan menurut Undang-Undang Penyidikan yang berlaku di Afrika
Selatan;
d) Laporan yang terkait dengan sebuah penyelidikan;
e) Laporan mengenai kejahatan yang terorganisasi sebagaimana diatur
dalam undang-undang yang berlaku di Afrika Selatan.
c. Ketentuan Perlindungan Sementara
Dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of
1998) ini juga mengatur mengenai perlindungan sementara seperti yang
tercantum pada Pasal 8 ayat (1). Tata cara perlindungan sementara yang
dilakukan pada undang-undang tersebut sebagai berikut.
1) Direktur atau petugas perlindungan saksi:
a) Kepada siapa sebuah laporan disebutkan;
b) Yang telah diberitahu tentang permohonan atas perlindungan atau yang
kepadanya sebuah permohonan tertulis atas perlindungan telah
dikumpulkan; atau
c) Jika ia sadar bahwa sebuah laporan atau permohonan tersebut telah
memenuhi ketentuan;
sambil menunggu finalisasi sebuah permohonan atas perlindungan saksi atau
orang terkait, dapat menempatkan saksi atau orang terkait di bawah
perlindungan sementara seperti yang dianjurkan untuk waktu tidak lebih dari





a) Jika sebuah laporan atau permohonan telah dibuat dengan memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan, saksi atau orang terkait hanya ditempatkan
di bawah perlindungan sementara, jika ia setuju untuk itu; dan
b) Tidak ada anak di bawah umur yang seharusnya ditempatkan di bawah
perlindungan sementara, tanpa persetujuan orang tua atau walinya;
kecuali jika Direktur berpendapat bahwa ada situasi luar biasa yang tidak
dapat menjamin persetujuan tersebut.
Pelaporan bahwa seorang petugas perlindungan menempatkan saksi
atau orang terkait di bawah perlindungan sementara, selambat-lambatnya
harus dilaporkan dalam waktu 48 jam kepada Direktur.
d. Pertimbangan Perlindungan
Direktur dalam kaitannya dengan suatu permohonan perlindungan
harus memiliki perhatian yang semestinya kepada laporan dan
rekomendasi petugas perlindungan saksi yang bersangkutan, atau jika
permohonan tersebut telah dirujuk kepada petugas perlindungan saksi
sesuai ketentuan yang disyaratkan seperti yang tercantum pada Pasal 10
ayat (1) Suatu rekomendasi tertulis oleh fungsionaris yang
berkepentingan di bawah perlindungan atau tidak dan juga harus
mempertimbangkan:
1) Sifat dan tingkat risiko bagi keselamatan saksi atau orang-orang
terkait;
2) Suatu bahaya sehingga kepentingan masyarakat akan terkena imbasnya
apabila sanksi atau orang-orang terkait tidak dilindungi;
3) Sifat pemeriksaan di mana saksi memberikan bukti atau mungkin




4) Pentingnya relevansi dan sifat bukti yang diberikan atau akan
diberikan oleh saksi dalam pemeriksaan terkait;
5) Peluang bahwa saksi atau orang terkait akan mampu menyesuaikan
diri dengan perlindungan, memerhatikan karakteristik, situasi pribadi
dan keluarga atau hubungan-hubungan lain antara saksi atau orang-
orang terkait;
6) Biaya yang mungkin akan dilibatkan dalam perlindungan saksi atau
orang-orang tertentu;
7) Ketersediaan alat lainnya untuk melindungi saksi atau orang terkait
tanpa melanggar ketentuan undang-undang ini; dan
8) Faktor lain yang dianggap relevan oleh Direktur.
Dalam mempertimbangkan saksi atau orang terkait bisa mendapatkan
perlindungan atau tidak, Direktur harus mendasarkan pada laporan yang
dibuat petugas perlindungan saksi tercantum pada Pasal 9 ayat (2) yang
berisi:
1) Indikasi tertulis oleh fungsionaris terkait apakah seseorang itu adalah
saksi atau bukan;
2) Sebuah rekomendasi apakah seseorang tersebut memenuhi kualifikasi
umum mendapatkan perlindungan;
3) Fakta-fakta yang terkait faktor-faktor yang disebutkan dalam undang-
undang ini;






Sebelum menempatkan saksi atau orang terkait di bawah
perlindungan, Direktur harus membuat perjanjian perlindungan dengan
saksi tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 11 ayat (4) dan apabila
memungkinkan membuat perjanjian perlindungan saksi yang berbeda
dengan masing-masing orang terkait. Apabila yang dilindungi adalah
anak di bawah umur, maka Direktur seharusnya mengadakan perjanjian
dengan orang tua atau wali dan membuat sebuah rancangan perjanjian
dengan seorang yang belum dewasa yang dirujuk sesuai ketentuan.
Isi perjanjian perlindungan adalah sebagai berikut.
1) Kewajiban pimpinan/direktur
a) Untuk mengambil langkah-langkah yang masuk akal seperti yang
diperlukan untuk memberikan perlindungan dan layanan-layanan
terkait kepada orang yang dilindungi, seperti yang disebutkan pada
perjanjian perlindungan yang bersangkutan; dan
b) Tidak terus melindungi orang yang dilindungi di penjara atau sel
polisi, kecuali sudah disetujui sebelumnya.
2) Kewajiban saksi atau orang terkait tercantum pada Pasal 11 ayat (4)b,
yaitu
a) Apabila memungkinkan memberikan bukti seperti yang
dipersyaratkan dalam prosedur yang terkait dengan perlindungan
tersebut;
b) Memenuhi semua kewajiban finansial yang ditimbulkan olehnya





c) Memenuhi semua kewajiban hukum yang ditimbulkan olehnya,
termasuk kewajiban mengenai pemeliharaan anak dan kewajiban
pajak;
d) Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan tindakan
kriminal;
e) Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan
keamanannya dan orang lain yang dilindunginya;
f) Menerima dan memberikan dampak terhadap semua permohonan
dan perintah yang masuk akal yang dibuat atau diberikan oleh salah
seorang anggota dinas/kantor dalam kaitannya dengan perlindungan
yang diberikan kepadanya dan kewajiban-kewajibannya;
g) Menginformasikan kepada Direktur tentang prosedur perdata yang
telah atau mungkin dibuat oleh atau terhadapnya di mana ia
sebaliknya terlibat di dalamnya;
h) Menginformasikan kepada Direktur tentang prosedur perdata di
mana ia sebaliknya terlibat di dalamnya, baik sebagai saksi maupun
tersangka maupun sebaliknya; dan
i) Tidak membahayakan keselamatan atau aspek lain dari
perlindungan saksi dan orang-orang terkait atau layanan terkait atau
hal lain yang berhubungan dengan program perlindungan saksi
yang dinyatakan dalam undang-undang ini.
3) Ketentuan dan syarat atau kewajiban lain yang ditetapkan yang telah
disetujui






Seorang saksi atau orang terkait dapat dilepaskan perlindungannya
apabila Direktur berpendapat seperti yang tercantum pada Pasal 13 ayat
(1) yaitu:
1) Keamanan orang itu sudah tidak terancam lagi;
2) Penetapan alternatif yang memuaskan telah dibuat untuk perlindungan
orang tersebut;
3) Orang tersebut gagal mematuhi suatu kewajiban yang dibebankan atas
dirinya oleh atau menurut undang-undang ini atau perjanjian
perlindungan;
4) Saksi, saat membuat permohonan penempatan di bawah perlindungan,
dengan sengaja menyediakan informasi atau fakta-fakta yang keliru
atau menyesatkan atau membuat pernyataan yang keliru atau
menyesatkan dalam hal yang penting, atau dengan sengaja gagal
mengungkapkan suatu informasi atau fakta-fakta yang penting pada
permohonannya;
5) Orang tersebut menolak atau gagal mengadakan sebuah perjanjian
perlindungan ketika ia diminta untuk melakukannya;
6) Perilaku orang tersebut telah membahayakan atau dapat
membahayakan keamanan orang yang dilindungi atau integritas
program perlindungan saksi menurut undang-undang ini; atau
7) Orang ini dengan sengaja telah menyebabkan kerusakan serius pada





Hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah hak dan kewajiban saksi
dan/atau orang terkait. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban secara jelas mengatur hak-hak saksi, tetapi
tidak mengatur secara jelas kewajiban saksi. Adapun The Witness Protection
Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) mengatur kewajiban saksi secara
jelas, tetapi hak-hak saksi hanya tidak terdapat dalam satu pasal
pengaturannya. Aturan hak dan kewajiban ini penting. Setelah saksi mendapat
perlindungan dari LPSK dan Kantor Perlindungan Saksi, saksi pun juga harus
tahu akan kewajibannya. Setelah mendapat perlindungan, saksi tidak bisa
semena-mena meminta perlindungan yang berlebih karena merasa jiwanya
terancam. Misalnya, seorang saksi kasus pembunuhan, dia tidak bisa berjalan-
jalan seenaknya di pinggir jalan dan minta pengawalan berlebih. Hal ini akan
mengundang pertanyaan bagi masyarakat, dia seorang pejabat atau sekadar
saksi? Seorang saksi kunci, kasus pembunuhan harus berada pada tempat yang
sangat-sangat aman sampai kasus itu berakhir.
Hal yang ketiga adalah kepada siapa saja lembaga ini dapat bekerja
sama. Secara teori, lembaga ini dapat bekerja sama dengan siapapun tanpa ada
kecualinya, asalkan sesuai dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak
mengatur secara jelas lembaga mana yang dapat bekerja sama dengan PSK.





C. Kelebihan dan Kekurangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dan The Witness Protection Act of South
Africa (Act No. 112 of 1998)
1. Kelebihan dan Kekurangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
a. Kelebihan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban
1) Pencantuman hak-hak saksi dan korban lebih lengkap
Hak-hak saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban sebagai berikut.
a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; yang
diberikan dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan
LPSK.
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan.
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d) Mendapat penerjemah.
e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.




j) Mendapatkan tempat kediaman baru.
k) Memperoleh penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan.
l) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
m)Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.
Di dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112
of 1998) tidak terdapat satu pasal yang memberikan pengaturan secara
jelas mengenai hak-hak saksi dan/atau korban. Walaupun dalam The
Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) secara
tersirat juga disebutkan hak-hak saksi dan/atau orang terkait seperti
hak untuk relokasi, perubahan identitas, pengaturan akses terhadap
tempat yang aman, pemanfaatan petugas keamanan untuk keamanan
pribadi, dan mengetahui prosedur bagaimana relokasi dan perubahan
identitas tersebut dilakukan.
2) Pada lembaga LPSK keanggotaannya bersifat kolektif kolegial
Yang dimaksudkan bersifat kolektif kolegial ini adalah pimpinan
baik ketua dan wakil ketua berposisi sama dengan anggota lainnya.
Apabila ketua dan wakil ketua berhalangan, maka anggota lainnya
dapat menggantikannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban yang menyatakan bahwa pimpinan LPSK diambil dari unsur
anggota.
Dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112
of 1998), keanggotaannya tidak bersifat kolektif kolegial. Direktur
mempunyai kewenangan yang sangat penuh untuk menentukan




adanya kesewenangan dari Direktur yang berlebihan dan tindakan
penyalahgunaan yang besar.
3) Substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup komprehensif dan
lengkap sebagai landasan LPSK bertugas. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkesan terlalu
umum dan ada kekurangan di sana-sini dikarenakan sifat sebuah
undang-undang yang lebih bersifat umum dan fleksibel. Dari hal itu
bisa diambil pemecahannya, yaitu peraturan pelaksanaannya.
b. Kekurangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
1) Tidak mengatur kewenangan tugas pimpinan dan anggota LPSK
secara rinci
Tugas pimpinan dan anggota LPSK tidak diatur dengan jelas.
Kondisi ini juga memungkinkan tindakan penyalahgunaan wewenang.
Seharusnya ada tugas dan wewenang yang jelas dan terperinci, antara
lain: apa hak dan kewajiban ketua, wakil ketua, dan anggota LPSK dan
bagaimana proses kerja sama dengan instansi terkait; bukan hanya
tugas pokoknya saja.
2) Tidak mengatur kejahatan apa saja yang bisa mendapatkan
perlindungan saksi
Yang menjadi pertanyaan: apakah untuk semua bentuk kejahatan,
saksi harus dilindungi? Tentunya tidak, undang-undang ini belum
memberikan gambaran yang jelas. Berbeda dengan The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998), Pada bagian
schedule atau jadwal memberikan batasan secara tegas kejahatan apa










(1) Jika ada situasi yang menyedihkan; atau
(2) Melibatkan pengambilan kendaraan bermotor.
g) Penculikan;
h) Mengalahkan tujuan keadilan;
i) Sumpah palsu;
j) Pencabulan terhadap seorang anak di bawah usia 16 tahun yang
melibatkan penderitaan luka jasmani yang menyedihkan;
k) Pelanggaran undang-undang narkoba, jika patut diduga:
(1) Nilai zat yang mengakibatkan ketergantungan tersebut lebih
dari R 10. 000. 000; atau
(2) Nilai zat yang mengakibatkan ketergantungan tersebut lebih
dari R 5. 000. 000; atau dan bahwa pelanggaran tersebut
dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, sindikat, atau
perusahaan yang bergerak dalam pelaksanaan atau memajukan
tujuan umum atau pesengkokolan; atau
(3) Pelanggaran dilakukan oleh petugas penegak hukum.
l) Suatu pelanggaran mengenai intimidasi;




(1) Penanganan atau penyelundupan amunisi, senjata, bahan
peledak atau alat-alat perang; atau
(2) Kepemilikan atas senjata api otomatis atau semiotomatis, bahan
peledak atau alat perang.
n)Pelanggaran yang terkait dengan pengendalian pertukaran, korupsi,
pemerasan, kecurangan, pemalsuan, pengeluaran atau pencurian;
(1) Yang melibatkan jumlah lebih dari R 5. 000. 000, atau
(2) Yang melibatkan jumlah lebih dari R 10. 000. 000, jika diduga
pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang, sekelompok
orang, sindikat, atau perusahaan yang bergerak dalam
pelaksanaan atau memajukan tujuan umum atau pesengkokolan
o) Kejahatan yang terorganisasi;
p) Persengkokolan, hasutan atau upaya untuk melakukan suatu
pelanggaran yang dimaksud;
q) Pelanggaran lain yang telah ditentukan dalam peraturan oleh
Menteri Kehakiman;
r) Pelanggaran lain yang dalam kaitannya diduga bahwa pelanggaran
tersebut dilakukan oleh:
(1) Seseorang, sekelompok orang, sindikat, atau perusahaan yang
bergerak dalam pelaksanaan atau memajukan tujuan umum
atau pesengkokolan; atau
(2) Petugas penegak hukum dalam kaitannya dengan ini pimpinan
berpendapat bahwa keselamatan saksi yang atau dapat diminta
memberikan bukti, atau yang telah memberikan bukti dalam
kaitannya dengan pelanggaran tersebut dalam suatu




3) Tidak ada perlindungan terhadap anak di bawah umur
Sangat memungkinkan seorang anak di bawah umur mengetahui
terjadinya kejahatan atau menjadi saksi sebuah kejahatan, misalnya:
kejahatan yang ditimbulkan dari persaingan bisnis atau balas dendam
yang terjadi antara keluarganya dan musuh keluarganya. Terkadang
anak terlepas dari tindakan kejahatan, tetapi dia tahu kejahatan itu
berlangsung dan tidak tahu harus melapor ke mana, serta apakah
undang-undang membolehkanya melaporkan suatu kejahatan dan dia
mendapat perlindungan.
2. Kelebihan dan Kelemahan The Witness Protection Act Of South Africa (Act
No. 112 of 1998)
a. Kelebihan The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of
1998)
1) Memberikan pengaturan mengenai kewajiban saksi
Pengaturan mengenai kewajiban saksi ini sangat penting, karena
saksi akan mengerti apa yang harus dilakukannya, terutama yang
berkaitan dengan kesaksian yang akan diajukan atau dibacakan di
pengadilan nantinya. Saksi akan merasa terlindungi dan tidak terancam
jiwanya, misalnya dia dibatasi berhubungan dengan banyak orang,
karena kasus yang dihadapinya dimungkinkan akan mengancam
keselamatannya. Oleh karena merupakan sebuah kewajiban, jika
terjadi pelanggaran bisa diberikan sanksi. Baik hak dan kewajiban
yang diperoleh dan dilakukan oleh saksi dan/atau orang terkait lebih
ditujukan pada perlindungan dan dapat bersaksinya seorang saksi
dan/atau orang terkait ke pengadilan.





Dengan adanya kewenangan yang melekat pada diri Direktur
Kantor Perlindungan Saksi, maka akan semakin mudah baginya untuk
melaksanakan tugas dan wewenang Kantor Perlindungan Saksi yang
diberikan oleh undang-undang. Kemudahan itu dimaksudkan agar
Direktur Kantor Perlindungan Saksi dapat menjalin kerja sama dengan
lembaga manapun, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada
presiden atau menteri. Untuk itu, LPSK dan pembuat undang-undang
harus mengajukan amendemen agar ketua dan wakil ketua diberi
kewenangan yang lebih dari sekadar anggota.
3) Memberikan penjelasan yang terperinci mengenai instansi yang terkait
dengan Kantor Perlindungan Saksi
Direktur Kantor Perlindungan Saksi atas perintah Direktur
Jenderal Kehakiman dapat meminta bantuan dari lembaga departemen
pertahanan, dinas kepolisian, agen intelejen, dinas rahasia, dan dinas
lembaga pemasyarakatan untuk membantunya dalam mendukung tugas
Kantor Perlindungan Saksi.
b. Kekurangan The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of
1998)
1) Tidak mengatur dengan jelas mengenai hak-hak saksi dan/atau korban
Pengaturan hak-hak saksi dan/atau korban tidak secara jelas
diatur. Jika tidak diatur dengan jelas, kerja sama yang seharusnya
mudah dilakukan akan sulit. Karena setiap lembaga yang bekerja sama
dengan Kantor Perlindungan Saksi mempunyai tugas tersendiri. Jika
saksi hanya mempunyai hak relokasi dan pengubahan identitas, maka
lembaga kerja sama pun akan kesulitan mengenai hak-hak dan





2) Kantor Perlindungan Saksi dalam The Witness Protection Act of South
Africa (Act No. 112 of 1998) bukan merupakan lembaga yang
independen/mandiri
LPSK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga mandiri. Kantor
Perlindungan Saksi dalam The Witness Protection Act of South Africa
(Act No. 112 of 1998) tidak dijelaskan termasuk lembaga yang mandiri
atau tidak. Jika tidak mandiri, kemungkinan ada intervensi dari
lembaga lainnya, apabila saksi dan/atau orang terkait lainnya menjadi








1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
sedangkan Kantor Perlindungan Saksi dibentuk berdasarkan The Witness
Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998). LPSK merupakan
lembaga yang mandiri, dibiayai dari APBN, berkedudukan di ibukota negara,
keanggotaannya terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional
yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, dan pengangkatan serta
pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden. Adapun Kantor Perlindungan
Saksi berada di bawah Departemen Kehakiman, pembentukannya dilakukan
sesudah adanya konsultasi antara Menteri Kehakiman, Menteri Keselamatan
dan Keamanan, dan Direktur Nasional Kantor Perlindungan Saksi. Direktur
dan anggota Kantor Perlindungan Saksi ditunjuk oleh seorang Menteri
Kehakiman.
2. Bentuk perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban seringkali sulit dipahami. Peraturan ada yang
mengatakan memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya tetap ada rasa
takut dalam diri saksi. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengaturan
pelaksanaan yang spesifik mengenai bentuk perlindungan saksi tersebut
dilaksanakan. Dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112
of 1998, laporan sebuah kejahatan harus diperiksa dulu oleh Direktur Kantor
Perlindungan Saksi agar saksi benar-benar dapat mendapat perlindungan.
Perlindungan The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of




dan kewajiban saksi pula. Baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan The Witness Protection Act of
South Africa (Act No. 112 of 1998) sama-sama menyulitkan pelapor, karena
mekanisme yang susah. Dalam The Witness Protection Act of South Africa
(Act No. 112 of 1998), tidak memberikan pengaturan hak saksi dan/atau orang
terkait. Walaupun sudah memberikan jaminan mengenai kerahasiaan
informasi. Oleh karena akses yang susah, ada perasaan enggan bagi seseorang
yang mengetahui kejahatan untuk melaporkannya kepada Kantor
Perlindungan Saksi.
3. Kelebihan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban adalah pencantuman hak-hak saksi dan korban lebih
lengkap, pada lembaga LPSK keanggotaannya bersifat kolektif kolegial, dan
Substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban sudah cukup komprehensif dan lengkap sebagai landasan LPSK
bertugas. Kekuranganya adalah tidak mengatur kewenangan tugas pimpinan
dan anggota LPSK secara rinci, tidak mengatur kejahatan apa saja yang bisa
mendapatkan perlindungan saksi, dan Tidak ada perlindungan terhadap anak
di bawah umur. Kelebihan The Witness Protection Act of South Africa (Act
No. 112 of 1998) adalah memberikan pengaturan mengenai kewajiban saksi,
memberikan pengaturan mengenai kewenangan Direktur Kantor Perlindungan
Saksi, dan memberikan penjelasan yang terperinci mengenai instansi yang
terkait dengan Kantor Perlindungan Saksi. Kelemahan The Witness Protection
Act of South Africa (Act No. 112 of 1998) adalah tidak mengatur dengan jelas
mengenai hak-hak saksi dan/atau korban dan kantor Perlindungan Saksi
dalam The Witness Protection Act of South Africa (Act No. 112 of 1998)





1. Peraturan pelaksanaan yang berupa standar operasi dan prosedur tetap
perlindungan saksi berperan penting untuk menutupi kelemahan, terutama
mengenai teknis pemberian perlindungan (terutama pada anak di bawah
umur), teknis pemenuhan hak dan kewajiban, teknis kompensasi dan restitusi,
dan teknis perjanjian perlindungan. Standar ini dapat dilakukan dengan
memberikan perlindungan yang sifatnya sementara terlebih dahulu, mengingat
tidak semua laporan saksi dan korban diwajibkan oleh undang-undang untuk
dilindungi. Setelah ada kepastian untuk dilindungi, maka saksi dan korban
harus benar-benar memperoleh perlindungan tetap dan dapat bekerja sama
dengan lembaga lain dalam melakukan tugas perlindungan saksi, terutama
kepolisian.
2. Diperlukan pengubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus mengatur dengan jelas
kejahatan apa yang saksinya bisa dilindungi dan tidak dilindungi.
3. Diperlukan pengaturan perlindungan bagi seorang whistleblower atau
seseorang yang melaporkan sebuah kejahatan yang membahayakan dan
mempunyai imbas bagi masyarakat. Orang yang melaporkan tersebut harus
segera ditindaklanjuti perlindungannya, agar bisa bebas memberikan
kesaksiannya di pengadilan.
4. Diperlukan pembentukan peraturan kode etik LPSK agar dalam bekerja tidak
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ACT
To provide for the establishment of an Office for the protection of witnesses; to
regulate the powers, functions and duties of the Director: Office for Witness
Protection; to provide for temporary protection pending placement under
protection; to provide for the placement of witnesses and related persons under
protection; to provide for services related to the protection of witnesses and
related
persons; to amend the Criminal Procedure Act, 1977, so as to make provision
for
witness services at courts; and to provide for incidental matters.
B E IT ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as
follows:-
Definitions












“commission” means any commission of inquiry appointed in terms of an Act 5
of Parliament; (xv)
“Complaints Directorate” means the Independent Complaints Directorate,
established under section 50 of the South African Police Service Act, 1995
(Act No. 68 of 1995); (xiv)
“Constitution” means the Constitution of the Republic of South Africa. I996 IO
(Act No. 108 of 1996); (xi)
“Department” means the Department of Justice; (v)
“Director” means the Director: Office for Witness Protection, appointed in
terms of section 3( 1); (vi)
“Director-General” means the Director-General: Justice; (vii) I5
“Director of Public Prosecutions” means any Director of Public Prosecutions
appointed under section 13( 1) of the National Prosecuting Authority Act,
1998 (Act No. 32 of 1998); (viii)
“interested functionary” means-
(a) the Director of Public Prosecutions responsible for the institution and 20
conducting of criminal proceedings in respect of any offence referred to
in the Schedule to this Act, in respect of which a witness is or may be
required to give evidence or has given evidence on behalf of the State;
(h) any person designated thereto in writing by-
(i) the cha irperson of a commission or the person presiding at 25
proceedings before a commission;
(ii) the person presiding at proceedings before a Tribunal;
(iii) the judicial officer presiding at inquest proceedings under the
Inquests Act, 1959 (Act No. 58 of 1959); or
- .-.- -- ..-.___...
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(i~f) the Executive Director of the Complaints Directorate or the
person presiding at or heading an investigation conducted
by the Complaints Directorate,
before whom ;1 witness is or may be required to sive evidence or has
given evidence: or (i)
(c) for the purposes of Chapters 5 and 6 of the Prevention of Organised
Crime Act, 1998, the National Director as contemplated in section 1 of
that Act;
“law enforcement othcer”, for the purposes of the Schedule to this Act,
includes-
(n) a member of the National Intelligence Agency or the South African
Secret Service, established under the Intelligence Services Act, 1994
(Act No. 38 of 1994); and
(h) a correctional official in the employ of the Department of Correctional
Services; (xxv)
“member of the Ofice” means the Director, Deputy Director and any other
person contemplated in section 3(5)((r); (xvi)
“Minister” means the Minister of Justice; (xvii)
“National Director” means the National Director of Public Prosecutions,
referred to in section 179(l)(a) of the Constitution; (xviii)
“Office” means the Office for Witness Protection, established by section 2,
including any branch office established in terms of section 2(2); (xiii)
“place of safety” means a place of safety as designated by the Director; (xix)
“prescribed” means prescribed by regulation made under section 23; (xxiv)
“proceedings” mean any-
(a) criminal proceedings in respect of any offence referred to in the Schedule
to this Act;
(b) proceedings before a commission or a Tribunal;
(c) proceedings under the Inquests Act, 1959 (Act No. ,58 of 1959);
(d) proceedings relating to an investigation conducted by the Complaints
Directorate; or (xxii)




Organised Crime Act, 1998;
“protected person” means any person who has been placed under protection;
(ii)
“protection” means any protection in terms of this Act, excluding temporary
protection as contemplated in section 8, and may include the relocation or
change of identity of, or other related assistance or services provided to, a
protected person, as prescribed; (iii)
“protection agreement” means an agreement referred to in section 11; (iv)
“related person” means any member of the family or household of a witness,
or any other person in a close relationship to, or association with, such
witness; (xxiii)
“security officer” means any security officer seconded in terms of section
6(l); (xx)
“this Act” includes the regulations; (xii)
“Tribunal” means any Special Tribunal established under section 2 of the
Special Investigating Units and Special Tribunals Act, 1996 (Act No. 74 of
1996); (xxi)
“witness” means any person who is or may be required to give evidence, or
who has given evidence in any proceedings; (ix) and
“witness protection officer” means any witness protection officer appointed in











(2) For the purposes of sections 15, 16, 17, 18, 19,21 and 22, and where applicable,
any witness or related person who has been placed under temporary protection in
terms 55
of section 8( 1) and who, at the expiry of such temporary protection, is-
(u) placed under protection, shall be deemed to have been a protected person from
the date of his or her placement under temporary protection; or
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(b) discharged from temporary protection without being placed under protection,
shall be deemed to have been a protected person only for the period during




Establishment of Office for Witness Protection
2. (I) There is hereby established an office within the Department called the Office
for
Witness Protection.
(2) The Minister may, after consultation with the Minister for Safety and Security and
the National Director, by notice in the Gazette-
(a) establish a branch office of the Office in any defined area for the purposes of
the administration of this Act;
(6) abolish any branch office or incorporate it with any other such office, and may
for this purpose make any administrative or other arrangements as he or she
may deem necessary; or
(c) amend or withdraw a notice issued in terms of this subsection.
Director and members of Office
3. (1) The Minister must, subject to the laws governing the public service, appoint a
person to the office of Director: Office for Witness Protection, who shall be the head
of
the Office.
(2) The Director shall exercise the powers, perform the functions and carry out the
duties conferred upon, assigned to or imposed upon him or her by or under this Act,
subject to the control and directions of the Minister.
(3) Whenever the Director is for any reason unable to exercise, perform or carry out
his or her powers, functions and duties or when the appointment of a person as
Director
is pending, the Minister may, subject to the laws governing the public service,
appoint
a person as Acting Director to exercise, perform or carry out the powers, functions
and
duties of the Director.
(4) The Director-General may, subject to the laws governing the public service,
appoint a person as Deputy Director: Office for Witness Protection who shall, subject
to
the control and directions of the Director, exercise, perform or carry out any powers,
functions and duties conferred upon, assigned to or imposed upon him or her by the
Director.
(5) (a) The Director shall in the exercise of the powers, performance of the functions
and carrying out of the duties conferred upon, assigned to or imposed upon him or her
by or under this Act, be assisted, subject to his or her control and directions, by-
(i) officers of the Department designated for that purpose by the Director-
General;
(ii) witness protection officers;
(iii) security officers;
(iv) officers of any other Department of State seconded to the service of the Office,




(v) persons in the service of any public or other body, institution or organisation,
who can render a service in respect of any matter provided for by or under this
Act and who are by arrangement with the body, institution or organisation
concerned seconded with their consent to the service of the Office; and
(vi) any other person whose services are obtained by the Director.













any body, institution or organisation which made an arrangement with the
Director as contemplated in paragraph (Q)(V), must from time to time, if
requested by the Director in writing to do so, furnish him or her with a list of
the names of persons, in the employ or under the control of that body, 50
institution or organisation, who are fit and available to assist the Director as
contemplated in the said subparagraph (v);
such a body, institution or organisation must, at the request of the Director,
designate a person or persons mentioned in the list concerned so to assist the
Director; and 55
the Director may refuse to accept the services of a person so designated and
may thereupon request the body, institution or organisation concerned to
designate another person.
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(c) Notwithstanding any other law, any officer or person seconded to the service of
the
Office in terms of paragraph (N)(iv) or (v), or any person whose services have been
obt;tinrd in terms of paragraph (cr)(vi) may exercise the powers and must perform the
functions or carry out the duties conf’erred upon, assigned to or imposed upon him or
her
from time to time by the Director and shall, in the exercise, performance or carrying
out
ot‘ Auch powers, functions or duties. act in terms of the laws applicable to the Office.




governing the public ser\kx. shall be entitled to such remuneration, including
allowances for travetling and subsistence expenses incurred by him or her in the
exercise, performance or carrying out of the powers, functions and duties conferred
upon. assigned to or imposed upon him or her by the Director, as the Minister in
consultation with the Minister of Finance may determine.
Powers, functions and duties of Director
4. ( 1) In order to achieve the objects of this Act, the Directoris
responsible for the protection of witnesses and related persons, including
temporary protection, and related services in accordance with this Act;
must carry out the administrative duties relating to the protection of witnesses
and related persons, including temporary protection, and related services;
may enter into agreements to make use of the services of persons, bodies,
institutions or or5@sations;
may make rin arrangement with any Department of State or enter into an
agreement with any person, body, institution or organisation-
(i) in terms of which the ORice will be authorised to make use of the
facilities or equipment belonging to or under the control of such
Department. person, body, institution or organisation;
(ii) in order to obtain documents and other information that may be required
for the protection of a protected person; or
(iii) regarding any matter for the purpose of giving effect to the provisions of
this Act:
must regulate the procedure and determine the manner in which the provisions
of this Act shall be carried out by any branch office referred to in section 2(2);
may designate places to be: utilised as places of safety;
must exercise control over witness protection officers and security of5cers;
an d
may exercise the powers and must perform the functions or carry out the
duties conferred upon. assigned to or imposed upon him or her by or under this
Act.
(2) (II) The Director m;ty. either in general or in a particular case or in cases of a
particukir nature, in writing delegate any power, function or duty conferred upon,
assigned to or imposed upon him or her by or under this Act to any other member of
the
Office.
(h) Any member of the Office to whom any power, function or duty has been
delegated under paragraph (cl) shall exercise that power, perform that function or
carry
out that duty subject to the control and directions of the Director.
(c) The Director may at any time in writing withdraw such delegation, and the
delegation of any power, function or duty shall not prevent the Director from
exercising,




(3) All Departments of State must render such assistance as may be reasonably
required in the exercise. performance or carrying out of the powers, functions and
duties
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Witness protection officers
5. ( I) The Director-General must. subject to the laws governing the public service,
appoin! for each branch office established in terms of section 2(2) a person as witness
protection officer, who shall be the head of‘ such branch oflice,
(2) Whenever a witness protection officer is for any reason unable to exercise,
perform or carry out his or her powers, functions and duties or when the appointment
of
a person as witness protection officer is pending, the Director-General may, subject to
the laws governing the public service, appoint a person as acting witness protection
officer to exercise, perform or carry out the powers, functions and duties of the
witness
protection officer concerned.
(3) In order to achieve the objects of this Act and subject to the control and directions
of the Director, a witness protection officer may exercise the powers and must
perform
the functions or carry out the duties conferred upon, assigned to or imposed upon him
or
her by the Director or under this Act.
(4) A witness protection officer shall in the exercise of the powers, performance of
the
functions and carrying out of the duties conferred upon, assigned to or imposed upon
him or her by the Director or under this Act, be assisted by other members of the
Office
designated for that purpose by the Director.





security officers in his or her area and must as often as the Director requires. but at
least
once every six months. submit a written report to the Director on such activities or on
any other matter relating to this Act which the Director requests the witness
protection
officer to dea: with in such report.
Security officers
6. (I) The Director-General may request-
(a) the Secretary for Defence:
(0) the National Commissioner: South African Police Service;
(c) the Director-General: National Intelligence Agency;
CL!, the Director-General: South African Secret Service; or
(t.‘) the Commissioner: Con-ectionaI Services.
:is the case may be, to second any member of the security services referred to in
section
I99( 1) of the Constitution, or any correctional official in the employ of the
Department
of Correctional Services. as a security officer to the service of the Office in terms of
the
laws regulating such secondment.
(2) In order to achieve the objects of this Act and subject to the control and directions
of the Director, a security officer seconded in terms of subsection ( I) may exercise
the
powers and must perform the functions or carry out the duties conferred upon,
assigned
to or imposed upon him or her by the Director or a witness protection officer, or in
terms
of this Act, and shall, in the exercise, performance or carrying out of such powers,
functions or duties, act in terms of the laws applicable to the Office.
Application for protection
7. (1) Any witness who has reason to believe that his or her safety or the safety of any
related person is or may be threatened by any person or group or class of persons,
whether known to him or her or not, by reason of his or her being a witness, may-






to the investigating officer in the proceedings concerned;
to any person in charge of a police station;
if he or she is in prison, to the person in charge of tbe prison where he or




the Social Work Act, 1978 (Act No. 110 of 1978), or deemed to be so
registered and who is in the service of a Department of State;
to the public prosecutor or the interested functionary concerned; or
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(0) apply in the prescribed manner that he or she or any related person be placed
under protection.
(2) (CI) If a witness is for any reason unable to make a report as contemplated in
subsection ( l)(o) or to make an application for protection as contemplated in
subsection
(l)(b), any interested person or the investigating officer concerned, who has reason to
5
believe that the safety of the witness or any related person is or may be threatened as
contemplated in subsection (l), may make such a report or application on behalf of the
witness.
(6) Subject to section 12, an application for protection of a minor may be made by or
on behalf of the minor without the consent of his or her parent or guardian. 10
(3) Any person to whom a report is made as contemplated in subsection (I), must
assist the applicant in the making of an application for protection and, unless he or
she
is the Director, must forthwith-
(n) inform the Director of the application; and
(b) submit the application to the Director or a witness protection officer. 15
(4) The Director may, whenever he or she deems it necessary, refer an application for
protection submitted to him or her, to a witness protection officer for evaluation and
the
submission of a report as contemplated in section 9( 1).
Temporary protection
8. (1) The Director or a witness protection otticer- 20
(N) to whom a report referred to in section 7( 1) has been made;




application for protection has been submitted as contemplated in section
7(3)(O); or
(c) if he or she is aware that a report or an application referred to in section 7 is 25
to be made.
may. pending the finalisation of an application for the protection of a witness or
related
person, place the witness or related person concerned under temporary protection as
prescribed for a period not exceeding 14 days, if he or she deems it necessary for the
safety of such witness or related person: Provided that- 30
(i) if a report or an application has been made as contemplated in section 7(2)(u),
the ivitness or related person may only be placed under temporary protection
if he or she has consented thereto; and
(ii) no minor shall be placed under temporary protection without the consent of
his or her parent or guardian. 3s
unless the Director is of the opinion that exceptional circumstances exist which do
not
warrant such consent.
(2) If a witness protection officer places a witness or related person under temporary
protection as contemplated in subsection ( I ), he or she must report such placement
within 48 hours to the Director. 40
Reports by witness protection office1
9. (1) A witness protection officer must consider the merits of an application for
protection submitted or referred to him or her in terms of section 7 and must-
(N) as soon as possible after the receipt of such application, but not later than 14
days thereafter; or 45
(b) if the person has been placed under temporary protection as contemplated in
section 8(l), before the expiry of such temporary protection,
report thereon to the Director.
(2) A report referred to in subsection (1) must be in writing and must include-
(U) a written indication by the interested functionary concerned whether the 50
person concerned is a witness or not;
(b) a recommendation whether the person concerned qualifies for protection;
(c) particulars relating to the factors referred to in section 10(l); and
((f) any other matter which in the opinion of the witness protection officer should
be taken into account. 55
14 No. 19i23 GOVERNMENT GAZE-I-I-E. 27 NOVEMBER 1998
Act No. 112, 1998 WITNESS PROTECTION
(3) If a witness protection officer recommends that a person be placed under
protection. hc or she may make recoll~Il~t?l~~lations with regard to the nature of
the





ought to be taken into account in the placement under such protection.
(4j If a witness protection officer recommends that an application for protection be
refused. he or she must inform the Director of the reasons for such recommendation.
Consideration of applicatian for protection
10. ( 1) The Director must in respect of an application for protection have due regard
to the report and recommendations of the witness protection oficer concerned. or if
such
an application has not been referred to a witness protection officer in terms of section
7(4), any written recommendations by the interested functionary concerned as to




the nature and extent of the risk to the safety of the witness or any related
person: 15
any danger that the interests of the community might be affected if the witness
or any related person is not placed under protection;
the nature of the proceedings in which the witness has given evidence or is or
ma]l: be required to give evidence, as the case may be:
the importance. relevance and nature of the evidence siven or to be given by 20
the witness in the proceedings concerned;
the probability that the witness or any related person will be able to adjust to
protection. haviq regard to the personal characteristics, circumstances and
fanlily or other- relationships of the witness or related person;
the cost likely to bs involved an the protection of the witness or any related 2S
person;
the availability of any other means of protecting the witness or any related
person without invoking the provisions of this Act; and
any other factor that the Director deems relevant.
(2) In order to enable him or her to make a nroper evaluation of an application for 30
protection, the Director must be afforded nnmed&iate and full access to any police
docket
and statement of a witness and to any evidence given in any proceedings. and he or
she
is entitled to obtain copies of any such statement or of such evidence or any part
thereof.
(3) After- having considered an application for protection, the Director may-
(a) pending the approval or refusal of‘ an application in terms of paragraph (0) or 35
(c). make any interim arraqements with the witness or related person relating
to his or her protection in terms of this Act;
(/>I approve the application and thereupon place the witness or any related person




or on behalf of the witness or related person and the Director; or 40
(13) refuse the ;tpplication ahd, where applicable. by written notice to the witness
revoke any temporary protection under which he or she or any related person
has been placed in terms of section 8( 1).
Protection agreement
11. (1) Subject to subsection (2). the Director must, before he or she places any 45
witness or related person under protection-
(cr) enter into a written protection agreement with such witness; and
(b) where applicable, enter into a separate written protection agreement with each
related person,
setting out the obligations of the Director and the witness or related person in respect
of 50
his or her placement under protection.
(2) The Director shall-
(n) enter into a protection agreement with the parent or guardian of-
(i) a minor: or
(ii) a person who is otherwise not competent to enter into a legally binding 55
agreement; or
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(1~) enter into a draft protection agreement with a minor referred to in the proviso
to section 12( I ).
(3) If the Director has entered into a protection agreement as contemplated in
subsection (2). he or she may, as soon as possible after the protected person
concerned
becomes competent to enter into a legally binding agreement, require the protected 5
person to enter into a new protection agreement.
(4) A protection agreement must set out the terms and conditions under which a
witness or related person is to be placed under protection, including-
(U) an obligation on the Director--
(i) to take such reasonable steps as are necessary to provide the protected 10
person with the protection and related services, as referred to in the
protection agreement concerned; and
(ii) not to keep a protected person under protection in any prison or police
cell, unless otherwise agreed upon;













where applicable, to give the evidence as required in the proceedings to
which the protection relates;
to meet all financial obligations incurred by him or her that are not
payable by the Director in terms of the protection agreement;
to meet all legal obligations incurred by him or her, including any 20
obligations re,sarding the custody and maintenance of children and
taxation obligations;
to refrain from activities that constitute a criminal offence;
to refrain from activities that might endanger his or her safety or that of
any other protected person; 2s
to accept and give effect to all reasonable requests and directions made or
o,iven by any member of the Office in relation to the protection provided
;o him or her and his 01 her obligations;
to inform the Director of any civil proceedings which have or may be
instituted by or against him or her or in which he or she is otherwise 30
involved:
to inform the Director of any proceedings in which he or she was or may
be involved, either as a witness or accused or otherwise; and
not to endanger the security or any other aspect of the protection of
witnesses and related persons or related services or any other matter 35
relating to a witness protection programme provided for in this Act;
(c) any other prescribed terms and conditions or obligations agreed upon; and
cd) a procedure in accordance with which the protection agreement may, if
necessary, be amended.
Protection of minor
12. (1) No minor shall be placed under protection without the consent of his or her
parent or guardian: Provided that any minor-
(a) who, as a witness, applies for protection in respect of proceedings against his
or her parent or guardian or in urhich his or her parent or guardian is a suspect;
(b) who has no parent or guardian:
(c) whose parent or guardian cannot be identified or found, notwithstanding
reasonable efforts to do so: or
(cl) whose parent or guardian I‘.c& u nreasonably withholding or is unable to give his
or her consent.
may be placed under protection without the consent of his or her parent or guardian if
the
Director is of the opinion that it is necessary to do so for the safety of the said minor.





places a minor under protection, he or she must-
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(ii) within such further period as the Judge President of the High Court within
whose area of jurisdiction the minor is domiciled or ordinarily resident. may
determine in an application made to him or her in chambers by the Director,
submit to the said Judge President--
(W) a report setting out his or her reasons for such placement; and
(/lb) the draft protection agreement referred to in section 1 l(2)(6),
for consideration by a judge in chambers.
5
(6) The Director must also furnish to the minor concerned and, where applicable, to
his or her parent or guardian, a copy of the report and the draft protection agreement
referred to in paragraph (a). 10
(3) After consideration of the report and draft protection agreement referred to in
subsection (Z)(a), the judge may by order-
(u) set aside the placement under protection;
(6) confirm the placement under protection and thereupon ratify the draft
protection agreement; or
(c) confirm the placement under protection and thereupon amend the draft
protection agreement in the manner which he or she deems-
(i) to be in the best interests of the minor; and
(ii) necessary to ensure the safety of the minor.
(4) If the placement under protection of a minor is set aside in terms of subsection
(3)(n), the Director must forthwith discharge such minor from protection.
(5) Any draft protection agreement ratified or amended in terms of subsection (3).
shall constitute a binding protection agreement.
(6) The Director shall be the curcr~o~*a n lifer12 of a minor who, without the
consent of
his or her parent or guardian, has been placed under temporary protection a~




13. (1) The Director may, subject to subsections (5) and (8), on his or her own accord
or upon receipt of a report referred to in subsection (3), and after consideration of any
representations referred to in subsection (5), by written notice discharge any protected




safety of the person is no longer threatened;
satisfactory alternative arrangements have been made for the protection of the
person;
the person has failed to comply with any obligation imposed upon him or her
by or under this Act or the protection agreement;
the witness, in making application for placement under protection, wilfully
furnished false or misleading information or particulars or made a statement
which is false or misleading in any material respect. or wilfully failed to
disclose any information or particulars material to his or her application;
the person refuses or fails to enter into a protection agreement when he or she
is required to do so in terms of section 1 l(3);
the behaviour of the person has endangered or may endanger the safety of any
protected person or the integrity of a witness protection programme under this
Act; or
the person has wilfully caused serious damage to the place of safety where he
o_r she is protected or to any property in or at such place of safety.
(2) The Director may, subject to subsections (4) and (5) and after consideration of any
representations referred to in subsection (5), upon receipt of a written notice given by
the
interested functionary concerned that the evidence of a witness is no longer required
in
the proceedings concerned or that such proceedings have been concluded, by written
notice, discharge such witness and all related persons from protection.
(3) If a witness protection officer has reasonable grounds to believe or to suspect
that-
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(0) a protected person is performing or has performed any act referred to in
subsection ( l)(c) to (g),
he or she must forthwith report the matter to the Director.




(a) a protected person;
(6) the parent or guardian of a minor; or
(c) a minor referred to in the proviso to section 12(l),
who is to be discharged from protection in terms of subsection (2), if he or she is of
the
opinion that the safety of such protected person is still being threatened after the
conclusion of the proceedings concerned. extend the protection of such person for as
long as it may in his or her opinion be necessary: Provided that the protection of a
minor
referred to in the proviso to section 12( l), may not be so extended without the prior
approval of a judge in chambers.
(5) The Director must, before he or she discharges a protected person from protection,
take reasonable steps to notify in the prescribed manner-
(u) (i) the protected person and. if he or she is a minor, his or her parent or
guardian; and
(ii) the interested functionary concerned,
of the contemplated discharge in terms of subsection (1); or
(b) the protected person and, if he or she is a minor, his or her parent or guardian
of the contemplated discharge in terms of subsection (2).
and must allow the protected person, and, where applicable, his or her parent or
guardian, and the interested functionary concerned to make written representations to
him or her within the prescribed period and in the prescribed manner in relation to an)
matter regarding such discharge.
(6) Any protected person remains under protection until he or she is discharged from
protection in terms of subsection (1) or (2) or in accordance with an agreement
referred
to in section 2 1( I)(U) or until-
(0) he or she; or
(0) the parent or guardian of a minor: or
(c) a minor referred to in the proviso to section 12(l),
submits a waiver of protection, in the prescribed manner, to the Director.
(7) The Director must, subject to subsection (8), upon receipt of a waiver of
protection
referred to in subsection (6), without delay discharge the protected person from
protection.
(8) The Director may not discharge-
(a) a protected person referred to in section 2 1 (l)(a) from protection in terms of
this section without the prior approval of the Minister; or
(0) a minor referred to in the proviso to section 12( 1) from protection in terms of













14. Any person who feels aggrieved by any decision of or steps taken by the Director
or any person actin, 0 on behalf of the Director under a provision of this Act, may
within
the prescribed period and in the prescribed manner, apply to the Minister to review
the
decision or steps concerned. 45
Civil proceedings in which protected person is a party or witness
15. (1) Any civil proceedings in which a protected person is a party or a witness may,
subject to the provisions of subsection (2), be proceeded with in terms of the laws
regulating such proceedings.
(2) If it appears to a judge of a High Court in an
Act No. 112. 1998 WITNESS PROTECTION ACT. I998
(n) preventing the disclosure of the identity or whereabouts of the said person; or
(h) achieiring the objects of‘ thih Act.
(3) Notice of any order made in terms of subsection (2) must be given to the parties
to the proceedings concerned and to their legal representatives in accordance with the
rules of court.
(3) The address of the Ottice for Witness Protection shall for ail purposes of service
of process on a protected person, serve as the domicilium citmtdi et execr,tcrrdi of
such
person and notice of such address must be given in writing by the Director and
delivered
by hand or sent by registered mail by him or her to all other parties or their Iegal
representatives.
Access to minor under protection
16. If a judge of a High Court in an P_Vp czrte application, made to him or her in
chambers by the Director, is satisfied that the safety of a minor who is under
protection
might be endangered by the exercising by anyone of his or her right of access to that
minor. the judge may suspend such right of access or make any order he or she deems
appropriate with regard to the exercising of such right in a manner aimed at-
(CI) preventing the disclosure of the identity or whereabouts of the said minor: or
(b) achieving the objects of this Act.
Confidentiality and disclosure of information




take an oath or make an aftirmation in the form specified in subsection (3).
(2) (cr) The Director must take the oath or make the atiirmation referred to in
subsection ( I) before the Director-General.
(b) Any other member of the Office must take the oath or make the afhrmation
referred to in subsection (1) before the Director.
(3) For the purposes of this section the oath or aftirmation must be in the following
form :
.’ ‘I. A B. hereby declare under oath/solemnly affirm that I understand and shall
honour the obligation of confidentiality imposed upon me by or under the
provisions of the Witness Protection Act. 1998. and shall not act in contravention
thereof.’ ”
_
(4) No person shall disclose any information which he or she has acquired in the
exercise of the powers. performance of the functions or carrying out of the duties
conferred upon, assigned to or imposed upon him or her by or under this Act. or in
the
course of the performance of any functions relating to the provisions of this Act.
except--
(cr) for the purpose of giving effect to the provisions of this Act:
(h) when required to do so by any competent court;
(c.) if he or she is authorised thereto by the Minister: or
(II) in terms of subsection (5).
(5) The Director may. subject to subsection (6), and after consideration of any
representations referred to in that subsection, on such conditions as he or she deems
fit,
disclose any information in respect of a protected person-
(CI) with the consent of-
(i) the protected person concerned; or
(ii) his or her parent or guardian, if he or she is a minor;
(0) if the protected person has previously disclosed such information or acted in
a manner which resulted in such disclosure;
(c) if the disclosure-
(i) is required for the exercise or protection of any rights;
(ii) is required for the compilation of a voter’s role: or
(iii) is in the public interest: or
(ti) in any criminal proceedings if the disclosure is necessary to establish the guilt
or the innocence of a person:
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referred to in the proviso to section 12( 1) without the prior approval of a judge in
chambers.
(6) ((I) The Director must, before he or she discloses any information in respect of a
protected person in the circumstances referred to in subsection (5)(b), (c) or (n), take
reasonable steps to notify-
(i) the protected person; or
(ii) the parent or guardian of the protected person, if he or she is a minor.
in the prescribed manner of the contemplated disclosure and must allow the protected
person or. where applicable, his or her parent or guardian, to make written
representations to him or her within the prescribed period and in the prescribed
manner
in relation to any matter regarding such disclosure.
(b) The provisions of paragraph (n) do not apply if the Director is of the opinion that
such notification may jeopardise the purpose for which the information is to be
disclosed.
(7) The Director must. in determining whether information in respect of a protected
person should be disclosed as contemplated in subsection (5), take into account-
(n) the reasons for the disclosure;
(b) the probability that the disclosure may endanger the safety of the protected
person concerned or that of any other protected person or the integrity of a
witness protection programme under this Act;
(c) whether the need for the disclosure can effectively be met by any other means:
(0) whether there are etfective means available to prevent any further disclosure
of the information: and
(e) any other factor that, in the opinion of the Director, should be taken into
account.
(8) No person shall disclose any information referred to in subsection (4)-
(n) which-
(i) came into his or her possession: or
(ii) to his o r h er knowledge was disclosed to him or her,
in contravention of the provisions of that subsection; or
(b) if he or she ought to have reasonably suspected that such information was




(9) Notwithstanding any other law, no person in respect of whom proceedings are, or
may be. or have been instituted or conducted, or who is a suspect in such
proceedings,
shall have access to any information, record, document or statement relating to the
proceedings concerned. including any information, record, document or statement
which is contained in. or forms part of, a police docket or is held by any police
official
charged with the investigation relating to such proceedings, which may disclose any
information referred to in section 18. unless the Director otherwise directs.
Publication of information concerning protected person
18. Notwithstanding any other law, the presiding officer-
(n) at any proceedings or at civil proceedings in which the protected person is a
party or a witness; or
(b) at proceedings. other than the proceedings referred to in the definition of
“proceedings ” in section 1, instituted or conducted in terms of any law, in
which the protected person is a party or a witness and in respect of which he
or she is in terms of any law compellable to answer questions or to give
evidence or to produce any book, record, document or object in his or her
possession or under his or her control in such proceedings,
must make an order prohibiting the publication of any information, including any
drawing, picture, illustration, painting, photograph, whether produced through or by
means of computer software on a screen or a computer print-out as contemplated in
the
Films and Publications Act, 1996 (Act No. 65 of 1996), or not, pamphlet, poster or
other
printed matter, which may disclose-
(i) the place of safety or location where he or she is or has been under protection or
where he or she has been relocated in terms of this Act;
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(iii) the identity of any other protected person and the place of safety or location
where such person is being pr:~tcctcd: or
(iv) the relocation or change of identity of a protected person.
unless the Director satisfies the presiding officer concerned that exceptional
circumstances.
which are in the interest of.ju>trcc. exist why such an order should not be made.
Protected person not obliged to disclose certain information
19. Notwithstanding any other law. no protected person-
((7)
04
when giving evidence or producing any book, record. document or object in
his or her possession or under his or her control in any proceedings or in any
civil proceedings before a court; or
if he or she is in terms of any law compellable to answer questions or to give
evidence or to produce any book, record, document or object in his or her
possession or under his or her control in any proceedings, other than the
proceedings referred to in the definition of “proceedings” in section 1,
instituted or conducted in terms of any law, when answering the questions or
giving the evidence or producing that book, record, document or object in
such proceedings.
shall be obliged to disclose any information referred to in section 18.
Donations, bequests and contributions for witness protection
20. ( I ) The Director m;ty’. with the approval of the Director-General. receii.e any
donation. bequest or contribution. in money or otherwise, from any source for the
purpose of gi\in, 0 effect to the pro\.isions of this Act, and the Director-General must
be
notified of the receipt of any such donation, bequest or contribution.
(2) The Director must utilise any donations, bequests or contributions contemplated
111s ubsection (I) as prescribed and in accordance with the conditions, if any,
imposed by
the donor, testator or contributor concerned. in so far as such conditions are not
inconsistent \vith the provisions of this Act.
Agreements with in
countries
ternational bodies, institutions, organisations or foreign
21. (1) The Minister may enter into an agreement, either in gzncral or on specific
terms and conditions. m.ith my international body, institution, organisation or foreign
country in order to-
(O) place a person who is being protected under a witness protection programme
administered by that body. institution, organisation or country. under
protection in terms of this Act; or




law applicable to that body. institution or organisation or in that country:
Provided that no person referred to in paragraph (a) shall be placed under protection
without the consent of the Minister.
(2) For the purpose of giving effect to the provisions of subsection (l), any Minister
shall, in relation to a person in respect of whom an agreement as contemplated in
subsection (1) has been entered into and upon a recommendation by the Minister,
exercise, perform or carry out any power, function and duty conferred upon, assigned
to









Offences and penalties 45
22. (1) Any person who-
(a) wilfully or negligently allows any unauthorised person to gain access to any
protected person;
(h) wilfully or negligently discloses, in contravention of any provision of this
Act- 50
(i) the identity of any protected person;
(ii) information that a particular protected person is under protection;
(iii) the place of safety or location where any person is under protection or has
been relocated in terms of this Act:
(iv) any information which could lead to the identtfication of any such person 55
or any such place of safety;
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(v) any information which undermines or compromises or could undermine
or compromise the integrity of a witness protection programme in terms
of this Act; or
(vi) any information relating to the relocation or change of identity of a
protected person; or 5
(c.) wilfully or negligently contravenes any provision of section 17(4), (8) or (9),
or who discloses information in contravention of any condition determined by
the Director in terms of section 17(5),
shall be guilty of an offence and on conviction be liable to a fine or to imprisonment
for




(2) (0) Any person who-
(i) wilfully contravenes any provision of section lO(2);
(ii) wilfully interferes with, or hinders or obstructs the Director or any other
member of the Office in the exercise, performance or carrying out of any of his
or her powers, functions and duties contemplated in this Act; or 1s
(iii) with intent to gain for himself or herself or for any other person protection in
terms of this Act, makes any false statement or furnishes information that he
or she knows to be untrue or misleading,
shall be guilty of an offence and on conviction be liable to a fine or to imprisonment
for
a period not exceeding five years. 20
(6) Upon the conviction of any person for an offence referred to in paragraph (n)(iii).
the public prosecutor must, if the State has suffered any loss as a result of such
offence,
apply for an order for the payment of compensation in terms of section 300 of the
Criminal Procedure Act. 1977 (Act No. 51 of 1977).
Regulations 2s
23. (1) The Minister may make regulations relating tothe
placing of witnesses or related persons under protection;
the protection of the identity of protected persons;
the regulation of access to places of safety where persons are being kept or
relocated in terms of this Act; 30
the utilisation of security officers or private security personnel for protection
services in terms of this Act;
the assistance to be rendered or functions to be performed by any Department
of State, person, body, institution or organisation for the purpose of giving
effect to the provisions of this Act; .35
the information to be furnished by, or any steps to be taken in respect of, a
witness or related person whose application for placement under protection is
being considered;
the terms and conditions that must be included in protection agreements or in
other agreements or arrangements entered into or made under this Act; 30
the procedure for the relocation or change of identity of a protected person;
the manner in which and the conditions whereunder any decision of or steps
taken by the Director or any person acting on behalf of the Director under a
provision of this Act, may be subjected to review by the Minister;
the powers, functions and duties of witness protection officers and security 45
officers;
mechanisms to be put in place in order to monitor the circumstances under
which a person is kept under protection;
specific offences in respect of which, in addition to the offences listed in the





any other matter that is required or permitted to be prescribed in terms of this
Act; and
in general, any matter which the Minister deems necessary or expedient to
prescribe in order to achieve the objects of this Act. 55
(2) Different regulations may be
related persons.
made in respect of di categories of witnesses
or
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(3) Any regulation made under subsection (I) must, before publication thereof in the
Gazerre, be submitted to Parliament.
(4) Any regulation made under subsection (1) may provide that any person who
contravenes a provision thereof or fails to comply therewith shall be guilty of an
offence
and on conviction be liable to a fine or to imprisonment for a period not exceeding
three
years.
(5) Any regulation made under subsection (lj which may result in financial
expenditure for the State must be made in consultation with the Minister of Finance.
Repeal of section 185A of Act 51 of 1977, as inserted by section 4 of Act 135 of
1991
24. (1) Section 185A of the Criminal Procedure Act, 1977 (Act No. 5 1 of 1977), is
hereby repealed.





any person who is detained in or who has been placed under protective
custody under the said section immediately before the commencement of this
Act, shall remain in such detention or placement and shall be deemed to have
been placed under protection in terms of this Act;
any written agreement entered into between the person referred to in
paragraph (a) and the Department prior to the commencement of this Act,
shall, except in so far as it is inconsistent with this Act, remain valid until that
person and the Director have entered into a protection agreement in terms of
this Act; and
(i) any regulation made under the said section and in force immediately
prior to the commencement of this Act; and
(ii) any rule, notice, order, instruction, prohibition, authorisation, permission,




given or granted and any other steps taken in terms of any such regulation
prior to the commencement of this Act,
shall remain in force, except in so far as it is inconsistent with this Act, until
replaced by or in terms of a regulation made under section 23.
Insertion of section 191A into Act 51 of 1977
25. The following section is hereby inserted into the Criminal Procedure Act, 1977:
“Witness services
191A. (1) The Minister has the power to determine services to be
provided to a witness who is required to give evidence in any court of law.
(2) The Minister may make regulations relating to-
(a) the assistance of, and support to, witnesses at courts;
(6) the establishment of reception centres for witnesses at courts;
(c) the counselling of witnesses; and
(d) any other matter which the Minister deems expedient to prescribe in
order to provide services to witnesses at courts.
(3) Any regulation made under this section which may result in financial
expenditure for the State must be made in consultation with the Minister of
Finance.
(4) Any regulation made under this section may provide that any person
who contravenes a provision thereof or fails to comply therewith shall be
guilty of an offence and on conviction be liable to a fine or to imprisonment
for a period not exceeding three years.








thereof in the Gazerte, be submitted to Parliament.“. 50
Short title and commencement
40
45
26. This Act shall be called the Witness Protection Act, 1998, and shall come into
operation on a date fixed by the President by proclamation in the Gazette.
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SCHEDULE





























(a) when there are aggravating circumstances; or
(b) involving the taking of a motor vehicle.
Kidnapping.
Defeating the ends of justice.
Perjury.
Indecent assault on a child under the age of 16 years, involving the infliction
of grievous bodily harm.
Any offence referred to in section 13(j9 of the Drugs and Drug Trafficking Act,
1992 (Act No. 140 of 1992), if it is alleged that-
(a) the value of the dependence-producing substance in question is more
than R 10 000.00; or
(6) the value of the dependence-producing substance in question is more
than R5 000,OO and that the offence was committed by a person, group of
persons, syndicate or any enterprise acting in the execution or
furtherance of a common purpose or conspiracy; or
(c) the offence was committed by any law enforcement officer.
Any offence referred to in section 1 or IA of the Intimidation Act, 1982 (Act
No. 72 of 1982).




(a) the dealing in or smuggling of ammunition, firearms, explosives or
armament; or
(b) the possession of an automatic or semi-automatic firearm, explosives or
armament.
Any offence relating to exchange control, corruption, extortion, fraud, forgery,
uttering or theft-
(a) involving amounts of more than R50 000,OO; or
(b) involving amounts of more than RlO OOO,OO, if it is alleged that the
offence was committed by a person, group of persons, syndicate or any
enterprise acting in the execution or furtherance of a common purpose or
conspiracy; or
(c) if it is alleged that the offence was committed by any law enforcement
officer-
(i) involving amounts of more than R 10 000,OO; or
(ii) as a member of a group of persons, syndicate or any enterprise
acting in the execution or furtherance of a common purpose or
conspiracy.
Any offence referred to in the Prevention of Organised Crime Act, 1998.
Any conspiracy, incitement or attempt to commit any offence referred to in
this Schedule.
Any other offence which the Minister has determined by regulation.
Any other offence in respect of which it is alleged that the offence was
committed by-
(a) a person, group of persons, syndicate or any enterprise acting in the
execution or furtherance of a common purpose or conspiracy; or
(6) a law enforcement officer,
and in respect of which the Director is of the opinion that the safety of a
witness who is or may be required to give evidence, or who has given
evidence in respect of such an offence in any proceedings or any related
person, warrants protection.
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19. Any other offence in respect of which the Director, after having considered the
factors mentioned in section lO( I ) and any information gained in terms of
section 10(2), is of the opinion that the safety of a witness who is dr may be
required to give evidence, or who has given evidence in respect of such an
offence in any proceedings or any related person, warrants protection.
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